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ABSTRAK  

 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI 

DI TEMPAT AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL 

BELI MELALUI APLIKASI TIKTOK 

 

Indah Novita  

NPM: 1906200309 

 

Mengingat kelemahan posisi pembeli secara umum dibandingkan dengan 

posisi pelaku usaha yang relatif lebih kuat, maka perdebatan perlindungan 

konsumen tampaknya selalu relevan dan selalu penting untuk dikaji guna 

menjawab permasalahan yang kerap muncul di masyarakat. Permasalahan dari 

penelitian ini adalah tentang etika penjual pada aplikasi TikTok Shop yang berupa 

video singkat. Ini menggunakan diskon besar-besaran dan potongan harga, 

pengiriman gratis dan sebagainya, tetapi tidak terbatas pada TikTok Shop, tetapi 

pelaku usaha menyalahgunakan akun penjualan mereka untuk memposting produk 

yang tidak sesuai dengan gambar atau produk yang tersedia di platform TikTok 

Shop. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode empiris, yaitu 

penelitian hukum, dimana informasi diperoleh dari informasi dasar atau informasi 

yang diterima langsung dari masyarakat. yang dapat dijawab melalui wawancara 

dengan menggunakan metode ini, masalah didiskusikan.  

Hasil yang dapat disimpulkan adalah jual beli di toko TikTok menurut pasal 4 

UU Perlindungan Konsumen UU No 8 Tahun 1999, hak kesempatan mendapat 

perlindungan hukum, hak menerima pengaduan, hak membayar perlindungan 

perusahaan konsumen. kompensasi berdasarkan Pasal 7 (f) dan (g) dan Pasal 19, 

yang mengatur tentang tanggung jawab perseroan. Bentuk perlindungan 

konsumen ini dilaksanakan dengan menjamin hak-hak konsumen, tanggung jawab 

kepada pelaku usaha dan menetapkan sanksi apabila pelaku usaha melanggar hak-

hak konsumen, untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen. 

Kewajiban pengusaha atas penyerahan barang yang bertentangan dengan perintah 

yang ditentukan dalam pasal 19 UUPK adalah pengembalian barang atau jasa 

yang jenis atau nilainya sama. 

 

Kata Kunci: Jual beli, Ketidaksesuai barang, Ganti rugi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era digital yang serba menggunakan internet memudahkan setiap orang 

untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Beragam produk dapat 

diperdagangkan melalui internet, baik berupa barang maupun jasa. Barang yang 

menjadi objek jual beli harus merupakan benda tertentu yang dapat diidentifikasi, 

baik bentuk, jenis, jumlah, harga maupun benda yang boleh di perdagangkan.1 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. 

Manusia pun juga makhluk yang selalu ingin berinteraksi dan berkumpul dengan 

manusia di sekelilingnya. Salah satu interaksi dalam kehidupan manusia yaitu 

aktivitas jual-beli. Jual-beli merupakan aktivitas sehari-hari yang terjadi di dalam 

kehidupan manusia. Perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi, 

dan manusia mengikuti perubahan dalam pola aktivitas yang terjadi, begitupun 

perdagangan. Perdagangan dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung 

untuk barter barang yang di jual maupun yang dibeli, dengan adanya media 

elektronik yang berbasis internet dapat mempermudah pembisnis untuk 

menjalankan usahanya dan mempermudah para pelaku bisnis untuk menjalankan 

usahanya dan memberikan kesempatan terhadap dunia bisnis yang semakin 

kompetitif. Perkembangan perdagangan saat ini berbasis tekhnologi internet yang 

dikenal dengan Jual Beli Online yang diharapkan dengan adanya Jual Beli Online 

mampu untuk memanfaatkan tekhnologi tersebut untuk memasarkan kegiatan Jual 

Beli Online untuk menembus batas lintas negara dan wilayah di era globalisasi 

                                                           
 1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

edisi ke-5, 2017) halaman.318. 
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yang kaya teknologi di indonesia, banyak aplikasi atau platform digital yang lahir, 

salah satunya dibidang ekonomi yang memiliki dampak positif dan negatif, setiap 

orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, 

pada saat yang sama dan dalam situasi apapun, pasti ada konsumen untuk produk 

atau layanan tersebut, dan dapat ditempatkan secara individu atau kelompok 

dengan orang lain. Dengan posisi yang aman, oleh karena itu pada prinsipnya 

konsumen juga memerlukan perlindungan secara umum. Mengingat lemahnya 

posisi konsumen secara umum dibandingkan dengan posisi produsen yang relative 

lebih kuat, maka perdebatan perlindungan konsumen tampaknya selalu relevan 

dan selalu penting untuk dikaji guna menjawab permasalahan yang sering muncul 

di masyarakat. 

Terdapat tiga pilar penting dalam perkembangan bisnis atau modernisasi, yaitu:2 

(1) Perlindungan hak atas kekayaan perorangan (2) Konsentrasi pasar (3) 

Persaingan yang sehat. Hal ini telah masuk pada periode perkembangan bisnis 

saat ini yang mana ke tiga pilar tersebut telah terpenuhi dan perkembangan bisnis 

masuk kedalam revolusi industri 4.0 yaitu semua perubahan beralih ke arah digital 

yang menimbulkan beberapa peristiwa baru seperti perdagangan elektronik, uang 

elektronik dan yurisdiksi hukum negara yang menjadi kabur atau hilang. Peristiwa 

hukum jual beli tidak terlepas dengan kesepakatan para pihak, dalam jual beli para 

pihak yang terikat disebut penjual dan pembeli. Dalam kesepakatan jual beli 

lahirlah perjanjian dimana penjual dan pembeli besepakat untuk melakukan jual 

beli. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 

lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 

                                                           
 2 Romli atmasasmita, Hukum Kejahatan bisnis teori dan praktik di era globalisasi, 

(Jakarta, Premedia Group, 2014), halaman.2. 
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Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh 

hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha 

dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, 

tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi 

usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Perdangan melalui perantara 

jaringan computer atau jaringan elektronik yang akhir-akhir ini marak terjadi di 

Indonesia dan menjadi kebutuhan mendasar bagi perkembangan dunia 

perdagangan di Indonesia menghasilkan peristiwa yang membutuhkan dasar 

hukum karena tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum bagi warga 

negaranya agar tujuan dari hukum itu sendiri tercapai. 

Demikian pula di Indonesia, informasi dan elektronik berjalan seiring 

dengan berkembangnya pengaruh teknologi modern. Mengembangkan 

Perkembangan teknologi modern telah mengubah cara kita berfikir, kehidupan 

manusia di Indonesia, tetapi hari ini dapat dilakukan melalui online. Implementasi 

transaksi penjual online menggunakan teknologi informasi seperti melalui 

komputer, telepon genggam (ponsel) atau marketplace. Tetapi sekarang sangat 

populer dengan platform yaitu TikTok Shop. 

Belanja dan jual beli online di Indonesia termasuk TikTok Shop 

menawarkan begrbagi macam produk seperti produk bayi, produk kecantikan, 

pakaian wanita dan pria, pelengkapan travel, perlengkapan rumah tangga, 

elektronik, mainan anak, dan lainnya. 

Banyak pembeli Indonesia sekarang lebih suka berbelanja di toko online 

seperti TikTok Shop. Hal ini karena memudahkan konsumen dalam melakukan 

pembelian, terutama melalui layanan yang menguntungkan seperti pengiriman 
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gratis ongkir dan potongan harga bagi pembeli, terutama dnegan membayar secara 

tunai di tempat (Cash on Delivery). Pembeli tertarik dengan membayar Rp.5.000 

(lima ribu rupiah). Diskon dan pengiriman gratis juga merupakan bagian dari 

promosi TikTok Shop. Pada dasarnya fenomena jual beli melaui TikTok Shop 

secara legal melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan akad jual beli, sehingga 

segala sesuatu yang akan peneliti lakukan harus dengan legal dan dilindungi 

undang-undang. Jual beli sendiri merupakan salah satu jenis akad yang diatur oleh 

KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu menyanggupi untuk menyerahkan 

barangnya, sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar menurut harga 

yang diperjanjijan”. 

Menurut Subekti, perjanjian suatu peristiwa diamana ada seseorang yang 

membuat suatu janji kepada pihak lain atau kedua belah pihak salaing berjanji 

untuk menepatinya.3 Sedangkan menurut sudikno, kontrak adalah hubungan 

hukum berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum. J. Satrio, 

menyatakan bahwa kontrak dalam arti luas berarti kontrak yang menimbulkan 

akibat hukum yang diinginkn oleh para pihak, sedangkan dalam arti sempit, 

kontrak mengacu pada hubungan hukum yang ada atas dasar hukum materil yang 

tertulis dalam hukum perdata. Termasuk juga R. Wirjono Projodikoro yang 

memberikan pengertian perjajian yaitu suatu hubungan harta benda antara dua 

pihak, dimana salah satu pihak dianggap telah berjanji untuk melakukan suatu 

                                                           
 3 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005), halaman. 1. 
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peristiwa atau tidak melakukan suatu peristiwa, sedangkan pihak lain berhak 

untuk menuntut agar pihak lain menepati janji tersebut.4 

TikTok adalah sebuah aplikasi media sosial yang sedang popular di mana 

pengguna dapat berbagi video pendek dengan kecepatan Gerakan yag cepat. 

Selain itu, ada juga beberapa pengguna yang menggunakan Tiktok untuk 

melakukan transaksi jual beli barang dengan mekanisme yang sangat sederhana. 

Namun, transaksi jual beli melalui aplikasi Tiktok memiliki potensi resiko bagi 

pembeli karena transaksi ini dilakukan tanpa adanya perjanjian jual beli yang 

formal yang dapat melindungi hak-hak pembeli.  

Perjanjian jual beli juga berisi penawaran (offerte) dan penerimaan 

(acceptatie), yang saling mengikat penjual dan pembeli dan tidak menyimpang 

dari kontrak. Pada titik ini, subjek data dapat mengambil tindakan hukum jika 

seorang menolak hal ini meskipun pihak lain bermaksud demikian.5 

Mengenai perjanjian secara umum, KUPerdata mendefinisikan perjanjian 

dalam 1313 KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap seorang lain atau lebih. 

Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan hukum perdata yang telah diuraikan 

diatas, dapatd disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa diaman 

satu pihak berkewajiban untuk berjanji, karena wajib memenuhi janjinya, karena 

wajib memenuhi janjinya. Kontrak baru dapat di proses jika kontrak tersebut 

mengikat secara hukum. Untuk menjamin sahnya perjanjian, perlu dipenuhi 

syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam 1320 KUHPerdata yaitu: 

                                                           
 4 R. Wirjono Projodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, cetakan ke. 2 (Bandung: Mandar 

Maju, 2011), halaman. 4. 

 5 Moch.Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, cetakan ke 1, Bandung: PT Refika Aditama 2016, 

halaman.34. 
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1. Perjanjian yang mengikat sendiri.  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Tentang masalah tertentu dan. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Agar suatu perjanjian dianggap sah, harus dipenuhi empat syarat, sehingga 

keempat syarat itu sama pentingnya. Namun keempat syarat tersebut 

diklasifikasikan menjadi2 (dua) kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. 

Secara subjektif kesepakatan dalam suatu kontrak dapat diartikan bahwa kedua 

belah pihak mempunyai kehendak bebas untuk mengadakan perjanjian. 

Kecakapan dari para pihak yang melakukan perjanjian, diatur secara a contrario 

dalam Pasal 1330, yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap adalah: 

1. Orang yang belum dewasa. Dalam hal ini yang belum dewasa adalah 

orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. 

2. Mereka yang berada di bawah perwalian. 

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-

undang secara umum semua orang yang dilarang oleh undang-undang 

untuk mengadakan perjanjian tersebut. 

 Dalam KUHPerdata, jual beli dipahami sebagai suatu perjanjian diamana 

salah satu pihak menyanggupi untuk mengalihkan suatu barang, sedangkan pihak 

lain membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang disepakati. Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut 

paling tidak terdapat 2 (dua) pihak, yaitu penjual yang berkewajiban menyerahkan 

barangnya, dan pembeli sebagai pihak yang memberikan uang untuk di tukar 

dengan barang yang diperjanjikan. Kegiatan yang termasuk dalam perjanjian jual 
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beli meliputi kegiatan kontraktual antara para pihak, pengiriman barag yang 

diperdagangkan dan pembayaran barang.6 Perjanjian adalah suatu perbuatan 

dimana penjual dan pembeli menyepakati barang dan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam kegiatan jual beli. Proses penyerahan pada hakekatnya adalah 

suatu kegiatan dimana penjual mengalihkan kepemilikan barang yang menjadi 

objek jual beli, dalam hal ini hak kepemilikan berpindah kepada pembeli. Terakhir 

pembayaran adalah proses diamana pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada 

penjual untuk membayar barang yang sekarang menjadi milik pembeli. Dalam 

KUHPerdata, salah satu ketentuan yang menadasari perjanjian adalah asas 

persetujuan. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian penjualan, yang terkait erat 

dengan prinsip ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1458 KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa “penjualan dianggap telah terjadi antara para pihak segera 

setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, sekalipun 

barang itu belum diserahkan atau harganya belum dibayar”. Yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait etika yang dipakai penjual pada 

aplikasi TikTok Shop, dimana dalam vidio pendek itu menggunakan diskon besar-

besaran dibawah harga normal, gratis ongkir, dan lain sebagainya tapi tidak 

dibatasi pada etalasenya, namun pelaku usaha menyalah gunanakan akun 

jualannya untuk mengirimkan produk yang tidaksesuai dengan gambar atau 

produk yang tersedia di platfom TikTok Shop.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas 

dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul  

                                                           
 6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2014) halaman. 317 
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”TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI 

DI TEMPAT AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL 

BELI DI MELALUI APLIKASI TIKTOK”. 

 

1. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana hubungan hukum pembeli dalam transaksi jual beli barang di 

Aplikasi TikTok? 

b. Bagaimana Pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli barang di 

Aplikasi TikTok? 

c. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli di Aplikasi 

TikTok? 

 

2. Faedah Penelitian 

 Faedah penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis 

maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah 

sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu 

hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai 

kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pendidikan. 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoris  

Hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan, pemahaman dan 

wawasan kepada mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum tentang 

perlindungan hukum konsumen dalam kontrak keuangan multiguna 

dimana metode dalam pembayaran aplikasi TikTok Shop adalah 

pembayaran tunai di tempat. Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil 
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penulisan dapat bermanfaat bagi konsumen pengguna layanan pembayaran 

Tunai di tempat. 

b. Manfaat Praktis 

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas 

wawasan, membentuk pola pikir, dan keahlian dan pengetahuan hukum 

bagi para peneliti, khususnya di bidang perlindungan konsumen, sekaligus 

sebagai bahan bagi Negara untuk menyelesaikan permasalahan pengusaha 

curang. 

 

B. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi konsumen sebagai 

pengguna Aplikasi TikTok. 

2. Mengetahui dan menganalisis apakah pertanggung jawaban pelaku usaha 

dalam transaksi jual beli barang di Aplikasi TikTok dengan metode 

pembayaran tunai di tempat. 

3. Untuk mengetahui hubungan hukum pelaku usaha dalam transaksi jual 

beli tunai di tempat.  

 

C. Definisi Operasional 

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang 

berhubungan dengan anatara definisi-definisi atau konsep khusus yag akan 

diteliti.7 Sesuai judul penelitian yang akan diajukan yaitu: “Tinjauan Yuridis 

Tentang Penolakan Pembayaran Tunai di Tempat Akibat Ketidaksesuaian 

                                                           
 7 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, Pedoman 

Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman. 17. 
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Barang dalam Jual beli melalui Aplikasi TikTok”, yang selanjutnya penulis 

menguraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut: 

1. Tinjauan Yuridis merupakan mempelajari pengolahan data, memahami 

persfektif penyajian data secara utuh untuk memecah masalah, untuk di 

sah kan oleh pemerintah dalam bentuk norma dan sanksi, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, dalam peraturan perundang-undangan yang di 

formalkan. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku manusia, menjaga 

ketertiban dan keadilan, mencegah masalah. 

2. Metode pembayaran Tunai ditempat (Cash on Delivery) dengan cara jual 

beli online pada pertemuan di lokasi yang disepakati. Teknologi saat ii 

membuat berbelanja menjadi jauh lebih mudah, terutama terkait dengan 

adanya sistem COD (Cash on Delivery) di beberapa toko TikTok Shop. 

Keuntungan dari sistem COD (Cash on Delivery) adalah pembeli 

khususnya tidak perlu repot untuk membayar di ATM atau sejenisnya, 

Bagi Pelaku Usaha, keunggulan sistema COD (Cash on Delivery) adalah 

kemudahan pemprosesan sehingga order pembeli lebih banyak. 

Metode Cash on Delivery (COD) pembayaran tunai ketika pesanan sampai 

tujuannya, dan pembayaran tunai yang dijadwalkan dibayar oleh kurir 

yang mengirimkan pesanan, dan kemudian dikreditkan itu dikiiem melalui 

kurir ke kantor pusat, platform penjualan pusat dan dikembalikan ke 

kantor pusat penjualansecara teratur.8 Metode pelaksanaan Cash on 

Delivery (COD) dinyatakan sah pada pasal 1458 KUHPerdata. 

                                                           
 8 Pengertian Cash on Delivery (COD) dari Cambridge Bussiness English Dictionary. 
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3. Ketidaksesuaian Barang adalah apabila barang yang diterima pembeli 

dalam keadaan cacat dan konsumen menerima produk yang berbeda dari 

pesanan pembeli, berhak menuntut penjual atas kerugian. Selain itu, 

barang yang dipesan dengan barang yang dikirim tidak sesuai, 

memudahkan konsumen untuk bertindak jika merasa dirugikan oleh 

penjual. Ketidaksesuaian barang dalam tulisan penulis diartikan dalam (3) 

hal, yang pertama suatu keadaan dimana barangnya diterima konsumen 

dari hasil transaksinya di TikTok shop terdapat perbedaan yang mencolok 

dari gamabaran atau foto serta deskripsi yang ditampilkan penjual. 

Perbedaan itu bisa dinilai dari bentuk, warna, atau ukuran barang yang 

diterima. Kedua, ketidaksesuaian barang ini dinilai karena terjadinya 

keruskaan dan cacat pada barang yang diterima oleh konsumen. Barang 

cacat diartikan sebagai barang yang tidak bisa memenuhi tujuan 

pembuatannya tau terjadi kealpaan atau disebabkan terjadinya hal-hal lain 

disaat peredarannya, atau tidak ada persyaratan keamanan bagi manusia 

ataupun harta benda mereka dalam penggunaanya sebagaimana diharapkan 

konsumen.9 

4. Aplikasi TikTok adalah sebuah jejaring sosial dan platform video music 

asal cina yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi TikTok 

memberikan pengguna akses untuk membuat video pendek mereka sendiri. 

Dimana pengguna dapat menggunakan apliaksi untuk berbagi video 

pendek dengan semua pengguna lain yang awalnya 15-60 dektik dan 

                                                           
 9 A.Z. Nasution, op.cit. halaman.249. 
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maksimal 3 menit.10 Dengan jumlah yang sebesar itu, mengalahkan 

Aplikasi popular lainnya seperti instagram dan whatsapp. TikTok Shop 

dalam menjalankan usahanya, melakukan penjualan kepada konsumen 

dengan penipuan membujuk masyarakat agar membeli dengan janji akan 

mendapatkan gratis ongkir dan beberapa potongan harga, dengan 

memanfaatkan kepopuleran TikTok Shop dimasyarakat.  

 

D. Keaslian Penelitian  

 Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan 

Pembayaran Terhadap Cash on Delivery atas ketidak sesuaian Barang Pada 

Aplikasi TikTok ini benar-benar merupakan hasil karya penulis yang dilakukan 

tanpa plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pencarian dan sumber-

sumber yang dicari penulis dengan mandiri dan dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan satu tulisan 

dengan studi kasus yang hampir sama sebagai pembanding keaslian penulisan ini:  

1. Tugas Akhir, Devinda Prichilia, Npm 201810110311256, Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2022 yang berjudul 

“Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Dengan 

Cash on Delivery Melalui Marketplace Shopee dan Media Sosial 

TikTok.”. Dalam penulisan ini adalah empiris dengan penelitian lapangan 

di malang. 

2. Secara kontruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut 

diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini. 

                                                           
 10 Yuni Fitriani, Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Penyajian Konten Edukasi 

atau Pembelajaran Digital, Jurnal of Information System, Vol.5 No.4 (November 2021) halaman.5 
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Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi 

ini mengarah kepada Ketidaksesuaian Barang pada Aplikasi TikTok 

dengan metode pembayaran cash on delivery. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu faktor dari masalah yang diangkat, 

dimana metode penelitian adalah cara melakukan penelitian pendekatan kualitatif 

yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodelogi” berasal dari 

kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodelogi, biasanya 

diberikan arti - arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur 

dan teknik penelitian.11 Maka metode penelitian ini yang dipergunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

 Menurut Soekanto bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau 

empiris.12 Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin 

mencakup bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. Sedangkan penelitian 

sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, 

untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data premier di lapangan 

atau terhadap masyarakat. Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah 

                                                           
 11 Soerjono Soekanto.2014. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: UI-press, halaman. 5. 

 12 Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Prss, 

Jakarta, halaman.42. 
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empiris yaitu penelitian hukum memperoleh datanya dari data primer atau data 

yang diperoleh langsung dari masyarakat.   

2. Sifat Penelitian 

 Penulisan Skripsi ini diperluan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif 

Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata - mata 

melukiskan kedaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil 

suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.13 

3. Sumber data  

 Data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah data premier, data sekunder dan data tersier. Berikut ini akan diberikan 

penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud: 

a. Dalam yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur’an dan Hadist 

(Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim 

tersebut pula sebagai kewahyuan. Bahwa penelitian ini penulis 

mencantumkan rujukan berupa QS. Al Baqarah 275 dan 282. Sebagai 

dasar untuk mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan 

yang akan di teliti. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan Pustaka 

yang terdiri dari: 

1) Bahan hukum premier yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum premier yang akan dipergunakan dalam 

proposal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Kitab Undang-Undang KUHPerdata. 

                                                           
 13 Ibid, halaman. 66. 
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b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) 

d. Jual beli pasal 1458 KUH Perdata. 

2) Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi 

petunjuk dan menjelaskam badan hukum premier. yang meliputi 

Literature atau buku, internet, media informasi berita baik dalam 

bentuk media cetak ataupun digital, hasil penelitian orang lain, dan 

jurnal yang dianggap berkaitan dengan permasalahan perlindungan 

konsumen dan klausula baku dalam sebuah perjanjian jual beli. 

3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang akan memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensilopedia internet dan lain 

sebagainya. 

4. Alat pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: studi dokumen atau 

bahan pustaka, Dalam penelitian hukum yang berjenis normatif ini, peneliti 

menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Offline, yaitu menghimpun data studi perpustakaan (Library reseach) 

secara langsung mengunjungi toko-toko, perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data 

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. 
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b. Online, yaitu studi kepespustakaan (library reseach) dilakukan dengan 

cara pencarian searching melalui media internet guna menghimpun data 

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.14 

c. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber 

untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

5. Analisis Data 

 Analisis data memiliki sifat seperti deksriptif, evaluatif, dan preskriptif.15 

Penulis akan melakukan pendekatan kualitatif, yakni tata cara penelitian yang 

mengahsilkan data deksriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Analisis deksriptif kualitatif ini dilakukan 

dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek 

yaitu mengklarifikasi, membandingkan, dan menghubungkan, dengan analisis 

deksriptif kualitatif, diperoleh suatu pemecahan masalah untuk dapat memahami 

dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.  

                                                           
 14 Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, Op.Cit., halaman 21. 
 15 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.cit., halaman.183-184 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Yuridis  

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan 

yuridis berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat.  Kata 

tinjau mendapat akhiran menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. 

Pengertian tinjauan adalah memeriksa dengan cermat untuk pemahaman, 

pendapat, dan pandangan.16 Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, dan análisis data yang dilakukan secara sistematis. 

Aplikasi TikTok menjadi salah satu platform paling popular didunia, dan 

bukan hanya untuk tujuan hiburan. TikTok juga memiliki fitur toko dan transaksi 

online, membuatnya terintegrasi kedalam ekosistem jual beli digital. Namun, 

penolakan pembayaran tunai ditempat dan ketidakcocokan barang dalam jual beli 

melaui aplikasi TikTok menjadi masalah umum. Untuk ini Tinjauan Yuridis 

tentang penolakan barang pembayaran tunai di tempat akibat ketidaksesuain 

barang dalam jual beli melalui aplikasi TikTok perlu dilakukan untuk 

mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah secara hukum.  

Tinjauan adalah meringkas sejumlah besar data yang masi hada untuk 

mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian yang paling relevan 

untuk menghubungkan informasi yang dikumpulkan untuk memecah masalah. 

Tinjauan juga merupakan upaya untuk secara konsisten menjelaskan pola dalam 

data untuk memvalidasi dan memahami análisis. 

                                                           
 16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat 

Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, halaman.1470. 
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Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang 

berarti dibawah hukum atau dalam arti hukum. Yuridis definisikan sebagai 

ditentukan oleh hukum. Yuridis adalah semua apa yang memiliki arti hukum yang 

diakui sah oleh pemerintah. Aturan tersebut dianggap baku dan bersifat mengikat 

bagi setiap orang yang berada di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, 

sehingga yang melanggar hukum dapat dihukum. Yuridis adalah aturan yang 

dianggap sahh atau membenarkan penerapannya dari sudut pandnag hukum, baik 

berupa peraturan, kebiasaan, etika atau bahkan moralitas yang menjadi dasar 

penilaian.  

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan 

bahwa tinjuan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk 

memahami, pandangan atau pendapat hukum. Tinjauan yuridis adalah kegiatan 

penelitian dan pengumpulan data secara cermat yang dilakukan secara sistematis 

dan objektif terhadap suatu hal sesuai dengan atau berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  

 

B. Dasar Hukum Jual Beli  

Menurut Ahmad Sarawat, Jual beli berarti tukar menukar barang dengan 

barang atau tukar menukar barang dengan uang dengan cara memindahkan hak 

milik dari yang satu kepada yang lain berdasarkan kesepkatan bersama.17 

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al- Imam An-Nawawi dalam kitab 

Al- Majmu’ Syarah muhaddaz, bahwa penjualan adalah pertukaran aset untuk aset 

lain yang mempengaruhi kepemilikan.18 

                                                           
 17 Ahmad sarawat, Fiqih Jual Beli (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018) halaman.5-6. 

 18 Holilur Rohman, Hukum Jual Beli Online, (Duta Media Publisihng,2020. halaman.2.  
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Berdasarkan definisi diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa jual 

beli adalah kontrak atau transaksi untuk mempertukar suatu harta (baik berupa 

barang atau uang) dengan yang lain, yang berdampak pada pelepasan dan harta 

baru masing-masing pihak. Gambarannya, adalah seorang menjual ponsel seharta 

Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu ada orang lain yang ingin membelinya dan 

memberikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk itu. Dalam contoh ini terjadi 

penjualan dimana penjual ponsel memberikan ponselnya yang dijual kepada 

pembelii, dan pembeli memberikan kepada penjual Rp. 3.000.000 (tiga juta 

rupiah). Akibat dari proses transaksi penjualan ini, penjual melepaskan 

kepemilikan ponsel, dan menerima kepemilikan tunai sebesar Rp.3.000.000 (tiga 

juta rupiah) dan kepemilikan baru berupa ponsel. 

Ada beberapa hal yang diatur undang-undang mengenai transaksi jual beli. 

Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian 

dimana satu pihak menyerahkan suatu barang kepada pihak lain dan pihak itu 

membayar suatu jumlah (atau bentuk pembayaran lain) kepada pihak pertama. 

Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, baik 

segi kualitas, kuantitas, harga, dan jenis barang yang dijual. Sementara itu, pihak 

pembeli memiliki hak untuk menolak barang yang tidak sesuai, dan meminta 

pengembalian barang atau penukaran barang.  

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Menurut al Jaziri, kebolehan 

jual beli di dasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur’an yaitu: 
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1. Surah al-Baqarah ayat 275: 

“Keadaaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

2. Surah al-Baqarah ayat 282: 

و اََ شْ هِ اُ وو وَ و  اشبا  وهذو اَ  ْوموتْو

“Dan dipersaksikanlah apabila kamu berjual beli.” 

 

a. Pengertian Perjanjian Transaksi Jual Beli Online  

Jual beli Online adalah kegiatan jual beli yang tidak mengharuskan penjual 

dan pembeli untuk bertemu dan bernegosiasi. Transaksi dan komunikasi antara 

penjual dan pembeli dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, SMS 

dan media lainya.19 Menurut W. Purwo dan Anang Arief Wahyudi jual beli online 

adalah kegiatan jual beli online dengan merchant atau disebut juga dengan e-

commerce. Ecommerce adalah sekumpulan teknologi dinamis, aplikasi, dan 

proses bisnis, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik 

berupa layanan perdagangan dan inofrmasi melalui media elektronik. Dalam arti 

lain, e-commerce berarti membeli, menjual, dan memperdagangkan barang dan 

jasa melalui sistem elektronik. Perdagangan elektronik mencakup transfer, 

pertukaran, dan pengumpulan data uang elektronik. Semua dibangun kedalam 

manajemen inventaris otomatis.  Saat memebeli atau menjual secara online, tata 

cara berikut berlaku: penjual atau pembeli harus sopan, komunikasi harus lancer 

untuk menghindari kesalahan komunikasi. Pihak kegita harus digunakan untuk 

                                                           
 19 Gama pratama, Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace 

Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19, Jurnal Ecopreneur Vol.1 No.1 2020. 

halaman. 5. 
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menjamin keadamanan barang dan alat pembayaran, mecegah penipuan. 

Kelemahan dari sistem ini adalah tidak memverifikasi identitas penjual dan hanya 

membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. Namun, 

nama yang digunakan di media social mungkin bukan nama asli atau identitas 

yang jelas. Oleh karena itu, model perdagangan seperti iyu sering mengarah pada 

kasus penipuan. Untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap penipuan, calon 

pembeli dianjurkan untuk meneliti profil penjual dari transaksi sebelumnya 

dengan menggunakan informasi yang tersedia di internet.  

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian menciptakan 

perikatan, yang membebankan kewajiban pada satu atau lebih dalam perjanjian. 

Perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang 

hukum harta benda dimana salah satu pihak mempunyai hak untuk memutuskan 

suatu hal dari pihak lain, tetapi pihak lain itu wajib melaksanakan hak tuntutan 

itu.20 Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam kontrak, memberikan hak 

pada kreditur kontrak untuk menuntut pelaksanaan kontrak berdasarkan perjanjian 

tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kontrak yang disepakati oleh para pihak dalam 

kontrak merupakan pelaksanaan kewajiban yang timbul dari kontrak. Apabila 

debitur lalai melaksanakan perjanjian, tidak sepenuhmya atau tidak sama sekali 

dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak disertai 

dengan penggantian bentuk bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan 

seorang kreditur. Menurut ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang hukum 

perdata perjanjian didefinisikan sebagai: “perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau 

                                                           
 20 Surbekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2010, halaman.1 
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lebih.” Pengertian jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian penyerahan barang 

atau meminta pihak lain membayar barang yang diperjanjikan itu.21 Aturan yang 

mengatur transaksi penjualan online tetap mengacu pada syarat dan ketentuan 

hukum pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perjanjian jual beli online melalui toko 

TikTok Shop, pihak yang melakukan jual beli melalui toko TikTok Shop adalah 

pelaku usaha yang menjual produk dan pembeli sebagai konsumen yang 

membayar harga produk yang telah disepkati. Jual beli online semata-mata 

didasarkan pada hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Adapun yang 

menjadi objek jual beli online, barang dan jasa dibeli oleh konsumen, karena jual 

beli dilakukan secara online, pembeli mungkin tidak dapat melihat secara 

langsung harga barang dan jasa tersebut, sehingga harganya sangar hal dan rawan 

penipuan.  

 

b. Unsur-unsur perjanjian Jual beli 

 Bagian utama unsur-unsur dari perjanjian jual beli adalah barang dan 

harga, yang membutuhkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga 

dan tujuan pembelian, dan secara hukum disimpulkan ketika kedua belah pihak 

menyetujui harga dan barang. Sifat konsensual suatu perjanjian jual beli 

ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi: “jual beli dianggap 

sudah terjadi anatara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata 

sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun 

harganya belum dibayar”. Sangat penitng bagi para pihak untuk mempertahankan 

keberlangsungan dari bisnis yang sedang atau telah dijalankan maka para pihak 

                                                           
 21 https://www.indonesia.id/read/103032/perjanjian-jual-belidiunggah pada hari Jum’at, 

tanggal 24 mei 2019. 

https://www.indonesia.id/read/103032/perjanjian-jual-belidiunggah
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untuk menghormati dan menghargai perjanjian adalah mutlak untuk terus 

dilakukan. Bila memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur dalam pasal 1320 

KUHPerdata, bila yang dapat diperjanjikan adalah kelaziman, serta adanya 

ketegasan dari perjanjian tersebut. 

Hal-hal yang timbul dari pelaksanaan perjanjian yaitu: 

1. Pertemuan antara penawaran dan penerimaan. 

2. Kegiatan Perdata atau Private. 

3. Kinerja seperti yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkontrak  

4. Berlaku pada pihak yang menyetujui dan mengikat.  

5. Perubahan setelah persetujuan tidak dapat dilakukan secara sepihak. 

6. Tidak boleh memberikan persetujuan dengan paksaan, penipuan.22 

 

c. Asas-asas Perjanjian 

1. Asas Konsensualisme 

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-

pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian 

dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak 

diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Arti luas 

konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul 

karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. 

Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat 

mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. 

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya 

                                                           
 22 M.Faisal Rahendra Lubis, Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Didalam 

Transaksi jual Beli Online, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.1 No.3 (september2019) halaman.7. 
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“konsensuil”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk 

sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis 

(perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian 

penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu 

kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah 

mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang 

pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah 

perjanjian yang konsensuil. 

2. Asas kebebasan Berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak/sistem terbuka (freedom of contract), 

mengandung arti bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan 

mengatur isi perjanjian., sepanjang memnuhi ketentuan sebagai berikut ini: 

a. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian. 

b. Tidak dilarang oleh undang-undang. 

c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. 

d. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan itikad baik. 

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka 

(open system) dari hukum perjanjian. 

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang 

dimaksudkan ialah hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa 

saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan 

kesusilaan. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan 

mereka dalam perjanjian yang dirancang. Jika para pihak tidak mengatur 



24 
 

 
 

sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut 

mereka tunduk atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-

undang. Contohnya dalam perjanjian jual beli, hal-hal yang timbul dari 

berjalannya perjanjian hanya meliputi kesepakatan barang dan harga. 

Masalah seperti kemana barang harus dikirim, siapa yanga akan 

menanggung biaya pengiriman barang, dan apa terjadi jika barang rusak 

dalam perjalanan biasanya tidak dipertimbangkan atau disepakati dan 

masalah ini tunduk pada peraturan peerundang-undangan.23 

3. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat 

perjanjian. 

Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling 

berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban 

kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas 

menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. 

Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan 

kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar 

kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat. 

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu 

menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya 

undang-undang (pacta sunt servanda). Apa yang dinyatakan seseorang 

dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang 

menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, 

tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. 

                                                           
 23 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis ECommerce: studi sistem 

keamanan dan hukum di Indonsia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, halaman. 83. 
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4. Asas sistem terbuka.  

Hukum perjanjian memuat prinsip kebebasan membuat perjanjian, 

pada KUPerdata lazimnya disimpulkan pada pasal 1338 ayat (1), yang 

berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari pernyataan 

pasal tersebut secara umum dapat diketahui, makna kata dalam seluruh 

ketentuann Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata, adalah: 

a. Bebas dalam hal seorang untuk membuat atau tidak membuat 

perjanjian.  

b. Bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan 

mengikatkan diri dalam perjanjian. 

c. Bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian.  

d. Bebas dalam hal menentukan isi dan syarat perjanjian. 

e. Serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya. 

Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut 

seolah-olah berisikan suatu pernyataan yang berupa dan berisi apa saja 

yang termasuk perjanjian jual beli melalui media online dan dalam 

perjanjian itu mengikat bagi yang membuat seperti suatu udang-undang. 

Dalam asas kebebasan berkontrak dikenal dengan adanya tiga unsur yang 

diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1339 KUHPerdata, yaitu: 

a. Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan 

berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak, 
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yang mencermintakn sifat dari perjanjian tersebut, yang 

membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.  

b. Unsur Naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian 

tertentu, setelah unsur esensialnya diketahui secara pasti. Misalnya 

dalam perjanjian yang mengandung unsur esensial jaul beli, pasti akan 

terdapat unsur naturalia berupa kewajiban penjual untuk menanggung 

keadaan yang dijual dari cacat cacat tersembunyi. 

c. Unsur aksedentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, 

klausuka yang dapat dirancang oleh para pihak secara berbeda sesuai 

dengan keinginan mereka, dan persyaratan khusus yang ditentukan 

bersama oleh para pihak. 

5. Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian 

jual beli online, karena pada dasarnya pihak konsumen harus 

mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang 

yang ditawarkan oleh pihak online shop dan pihak online shop harus 

dengan itikad yang baik menjelaskan secraa detail terkait barang yang 

akan dibeli oleh konsumen. 

 

d. Objek perjanjian  

 Prestasi merupakan kewajiban debitur dan hak kreditur. Kinerja ini terdiri 

dari tindakan positif dan negatif seperti memberi, melakukan dan tidak 

melakukan. Misalnya, jika membeli atau menjual barang melalui internet, kontrak 

mencakup pengalihan kepemilikan barang melalui internet dan pengabaian atau 

pengalihan kemenangan jika membeli barang secara online. Dalam jual beli 

tradisional, jelas bahwa barang yang ditawarkan oleh penjual dapat dilihat 



27 
 

 
 

langsung oleh pembeli, dan penyerahannya juga dapat dilakukan secara langsung. 

Sebaliknya, dalam transaksi pembelian online, hanya dapat melihat produk dalam 

gambar saja. Pembeli dapat melihat barang setelah menyelesaikan penawaran dan 

kontran dengan penjual. Penjual kemudian dapat mengirimkan barang yang 

ditawarkan oleh pembeli. Oleh karena itu, perdagangan tradisional dan 

perdagangan online herus memenuhi syarat-syarat tertentu. 

 

e. Syarat sah perjanjian 

 Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai 

berikut: 24 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu 

orang atau lebih dengan pihak lainnya. Keberadaan dalam suatu unsur 

kesepakatan Toko TikTok Shop dievaluasi oleh pembeli yang mengakses 

dan menerima penawaran melalui internet atau online. Perjanjian terbentuk 

secara elektronik karena perjanjian oleh pembeli merupakan dasar dari 

kehendak Bersama para pihak. Berdasarkan perjanjian yang diatur dalam 

pasal 1320 KUHPerdata, dilakukan secara tertulis atau dengan tanda 

tangan langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan perjanjian jual beli 

online dilakukan secara tertulis atau tidak langsung antara penjual dan 

pembeli. Melalui media Chatingan internet. Sedangkan pasal 1866 

KUHPerdata meliputi alat bukti tertulis, kesaksian, dugaan, pengakuan 

dan sumpah. Dalam penjualan tradisional, perjanjian berfungsi sebagai 

                                                           
 24 Ahmad Arif Fadilah, Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanpretasi Perjanjian Jual Beli 

Online, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.7 (desember 2021) halaman.2 
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bukti tertulis, namun dalam penjualan online, bukti tertulis perjanjian 

berupa media Chatingan yang dapat dicetak di atas kertas. Pendapat ini, 

juga di dukung oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang pasal 

1 (4) ITE. Undang-undang tersebut mendefinisikan dokumen elektronik 

sebagai informasi elektronik apa pun yang dibuat, diteruskan, dikirimkan 

atau diterima dengan cara analog, digital, elektromagnetik, optic, atau 

sejenisnya. Atau disimpan melalui computer atau sistem serupa atau 

sistem elektronik (seperti tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, 

termasuk huruf, karakter, angka, kode akses, simbol atau perforasi) berarti 

atau dapat dipahami oleh mereka yang bisa mampu memahaminya.  

 Di sisi lain, pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang ITE bahwa:25 

1) Informasi elektronik atau dokumen elektronik dan Salinan 

cetaknya merupakan alat bukti yang sah. 

2) Informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan hardcopynya merupakan perpanjangan 

alat bukti yang sah menurut hukum perdata yang berlaku di 

Indonesia. 

3) Informasi elektronik atau dokumen elektronik divertifikasi pada 

saat menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-undang ini. 

4) Ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik 

pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut: 

                                                           
 25 Ibid. 
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a. Surat hukum harus dalam bentuk tertulis. 

b. Surat dan dokumennya menurut undang-undang harus dibuat 

dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat yang membuat 

akta. 

2. Kecakapan Untuk Membuat suatu perjanjian atau kemampuan bertindak  

Adalah kecakapan atau kesanggupan untuk melakukan tindakan hukum. 

perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. 

Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang 

yang sudah dewasa. Usia dewasa minimal 21 Tahun atau menikah. Orang 

yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah: 

a. Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak, dianggap tidak berhak 

untuk melakukan perjanjian. 

b. Orang yang ditaruh dibawah perwalian. 

3. Adanya Objek Perjanjian 

Berbagai literatur professional menyatakan bahwa tujuan suatu perjanjian 

adalah pemenuhannya atau isi pokoknya. Prestasi adalah apa yang menjadi 

kewajiban debitur dan apa yang menjadi tagihan penerima. Hasil ini terdiri 

dari Tindakan positif dan negatif. Pretasi terdiri atas:26 

a. Memberikan sesuatu. 

b. Melakukan sesuatu. 

c. Tidak berbuat apa-apa (pasal 1234 KUHPerdata)  

                                                           
 26 Ibid. 
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  Misalnya, dalam kasus jual beli barang secara online, efek atau 

tujuan dari perjanjian adalah melepaskan kepemilikan barang secara online 

dan menyerahkan atau mengirimkan pembayaran untuk pengembalian 

barang secara online. Dalam pelaksanaan jual beli online sering terjadi 

gagal bayar karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka, 

menggunakan media internet, dan pembeli tidak dapat melihat secara 

langsung barang yang dibelinya. Misalnya barang yang di pesan tidak 

sesuai dengan foto atau barang yang di pesan berbeda. Foto sesuai dengan 

yang ditampilkan oleh Penjual melalui media elektronik sehingga 

merugikan pembeli. Ini adalah pelanggaran perjanjian yang merugikan 

pembeli.  

4. Sebab yang halal  

 Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian Orzaak 

(penyebab yang halal). Pasal 1337 KUHPerdata mengatur tentang larangan 

perbuatan sebab-akibat. Dimana dilarang oleh hukum, akat sehat dan 

ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian ini sah menurut undang-

undang.27 

 

C. Hapusnya Perikatan. 

 Dalam BW    tidak    diatur    secara    khusus tentang   berakhirnya 

perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya 

perikatan perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan 

tersebut  merupakan ketentuan tentang  hapusnya  perjanjian karena  perikatan 

                                                           
 27 Nafa Amelsi Triantika, Tinjauan Hukum Tnetnag Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli 

Online Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, jurnal enseiklopediaku, Vol.2 

No.2 (Juni2020) halaman.4 
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yang dimaksud dalam Bab IV Buku III BW adalah perikatan pada  umumnya  

baik  itu  lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum. 

Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdata Pasal 

1381 KUHPerdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: 

Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, 

perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda 

yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa 

atau lewat waktu. 

 Hapusnya perikatan terdapat dalam pasal 1381 KUHPerdata, antara lain: 

1. Untuk pembayaran. 

2. Jika terjadi penyimpangan atau penahanan setelah adanya penawaran 

pembayaran tunai. 

3. Untuk perpanjangan utang. 

4. Untuk akrual utang dan kompensasi. 

5. Karena utangnya campur aduk. 

6. Untuk pengampunan utang. 

7. Dengan penghancuran alat-alat utang. 

8. Dengan Pembatalan-pembatalan. 

9. Untuk menegakkan kebijakan pembatalan. 

10. Karena lewat waktu.28 

 KUHPerdata mengatur pada Pasal 1384. Agar suatu pembayaran untuk 

melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik 

mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindah tangankan 

                                                           
 28 Ahmadi Miru, 2013, Hukum Perikatan, Jakarta: Rajawali pers. halaman.109. 
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barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain 

yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan 

itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun 

pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak 

cakap memindah tangankan barang itu. 

 Pasal 1457 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian “jual beli adalah 

suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang 

dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan”. Pasal 1458 

KUHPerdata menetukan: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah 

pihak pada saat menyepakati barang dan harganya, sekalipun barang itu belum 

diserahkan dari harganya belum dibayar.” 

Berakhirnya perikatan karena undang undang adalah: 

1. Konsignasi. 

2. Musnahnya barang terutang, dan 

3. Daluwarsa. 

 Berakhirnya perikatan karena perjanjian, adalah: 

1. Pembayaran. 

2. Novasi (pembaruan utang). 

3. Kompensasi. 

4. Konfusio (percampuran utang).  

5. Pembebasan utang. 

6. Pembatalan. 

7. Berlaku syarat batal. 
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 Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk 

mengintegrasikan suatu kekuasan dan mengkoordinasikan kepentingan-

kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan 

sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. 

Pengorganisasian kepentingankepentingan itu dilakukan dengan mambatasi dan 

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hapusnya perikatan 

jual-beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat adanya 

Perbuatan ingkar janji yaitu: Tidak melakukan perbuatan sebagaimana di 

perjanjian. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, Terlambat 

dalam melaksanakan perjanjian dan Melakukan perbuatan yang tidak di 

perbolehkan dalam perjanjian. Akibat dari pelanggaran perjanjian yaitu Ganti 

kerugian berupa biaya, rugi dan bunga, Pembatalan perjanjian dan Peralihan 

resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian 

di luar kesalahan salah satu pihak. 

 

D.  Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Pembeli. 

1. Kewajiban Pelaku Usaha 

 Hakikat perjanjian dalam pengertian Pasal 1233 BW pada akhirnya adalah 

bahwa para pihak dalam kontrak memikul kewajiban masing-masing untuk 

melaksanakan kesepakatan sesuai dengan kontrak. Ketika BW menyiapkan 

standar berikutnya, kami akan menyusun perjanjian penjualan dengan ketentuan 

posisi penjual, dengan demikian, kewajiban penjaul telah ditentuka sebelumnya 

secara rinci. Hal ini wajar mengingat objek transaksi adalah tanggung jawab 
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penjual, pemilik barang. Pengalihan hak itu tentu saja mempunyai banyak 

implikasi hukum, dan penjual harus membebankan berbagai kewajiban. Hak 

properti, hak substantif tertinggi, memberikan koridor yang aman dalam transfer 

dari penjual ke pembeli.  

 Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU PK yang menyebutkan : Hak 

pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beriktikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri 

sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk 

rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen 

tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

1. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha29 

Menerima barang yang dijual oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan 

harga antara para pihak. Menjadi kewajiban pelaku usaha yaitu: 

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperdagangkan. Ada 

tigbarang tidak berwujud, dan pengiriman akan sesuai dengan masia 

jenis benda yaitu: benda bergerak, benda tidak bergerak, dan ng-

masing barang yaitu:  

1) benda bergerak. 

2) benda tidak bergerak. 

3) Barang tidak berwujud. 

                                                           
 29 Aditya wahyu hakiki, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli 

Online, Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1 (April 2017), halaman 4. 
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b. Menanggung kenikmatan yang damai dari barang tersebut dan 

menanggung kekurangan yang tersembunyi. Pasal 30 sampai 52 

United Nations Convention on Contract for the Internastional Sale of 

Goods mengatur kewajiban utama plaku usaha sebagai berikut:  

1) Serahkan produk. 

2) Menyerahkan dokumen. 

3) Pengalihan Hak Milik.  

Sedangkan, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual 

online), sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 UU PK adalah: Beritikat 

baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, 

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif, Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku, Memberi kesempatan kepada konsumen untuk 

menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi 

jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau 

diperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau menggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen 

tidak sesuai dengan perjanjian. 

2. Hak dan kewajiban pembeli. 

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik 

secara nyata maupun secara yudiris. Kewajiban pembeli untuk membayar 
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harga barang adalah termasuk pelaksanaan jasa yang disepakati oleh para 

pihak dalam perjanjian pembelian di tempat pembayaran yang disepakati 

oleh kedua belah pihak. Kewajiban pembeli sebagai berikut:  

a. Bayar harga yang dibeli seperti yang dijanjikan. 

b. Menanggung biaya jual beli, seperti ongkos kirim. 

Para pihak yang terdapat dalam jual beli online adalah konsumen dan 

pelaku usaha. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut 

dengan UU PK), yaitu:  

1. Hak konsumen, adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.  

3. Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa.  

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan. 

5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 
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8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya;  

9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 Pasal 5 UUPK menyebutkan “Kewajiban konsumen adalah Membaca atau 

mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang 

dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beriktikad baik dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar 

yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut”.  

 Hak dan Kewajiban para pihak dalam bertransaksi online diatur dalam UU 

PK. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 

5, sedangkan Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Kewajiban pelaku usaha 

diatur dalam pasal 7. 

 

E. Transaksi Elektronik 

 Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, tetap dianggap 

sebagai transaksi elektronik yang dapat diakui berdasarkan UU ITE dan peraturan 

pemerintah tentang penerapan sistem transaksi elektronik. Sesuai dengan pasal 48 

ayat (3) Peraturan Pemeritah tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 

Elektronik, kontrak elektronik itu sendiri harus memuat informasi paling sedikit 

sebagai berikut: data pribadi pihak yang dituju dan distribusi laporan transaksi 

elektronik, harga dan pemprosesan. Biaya jika pihak membatalkan kontrak, 

ketentuan yang memberikan hak kepada korban untuk mengembalikan barang 
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atau penggantian produk jika ada cacat tersembunyi, serta pilihan hak untuk 

melakukan transaksi elektronik.30 Transaksi elektronik adalah transaksi yang 

meninggalkan kebiasaan transaksi lama yaitu dengan cara tatap muka dan satu 

pihak harus mendatangi pihak lainya, hal ini dikarenakan transaksi elektronik 

mengunakan basis mendia internet sebagai penghubung antara satu pihak dengan 

pihak lainya, namun walaupun tidak bertatap muka transaksi elektronik juga harus 

sesuai pada ketentuan undang-undang yang berlaku dikarenakan kedua pihak 

terlindungi oleh hukum yang berlaku. 

Dengan demikian, transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat 

menggunakan instrument UU ITE atau Peraturan Pemerintah Penyelenggara 

Sistem Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Pasal 49 ayat (1) terkait dengan perlindungan konsumen, 

Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik bahwa 

pedagang yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan 

informasi yang lengkap dan benar tentang ketentuan kontrak, pelaku usaha, dan 

produk yang ditawarkan. Pelaku Usaha wajib memberikan informasi jelas tentang 

penawaran kontrak atau iklan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika barang 

yang dibeli tidak sesuai dengan yang disepakati. Transaksi jual beli online dapat 

dilakukan melalui dua cara pembayaran yaitu: pembayaran diawal pada saat 

pemesanan barang di suatu marketplace dan pembayaran saat barang diterima 

oleh pembeli di tempat pembeli tersebut. Pembayaran di tempat (cash on delivery 

atau selanjutnya disebut COD) merupakan fasilitas transaksi jual beli online 

dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah orderan atau pesanan sampai di 

                                                           
 30 Cindy Aulia Khotimah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual 

Beli Online, Jurnal Hukum, Vol.1 
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tangan pihak pembeli. Pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang diperjual 

belikan dan pembeli wajib membayar sebesar harga pembelian pada waktu dan 

tempat yang telah ditetapkan. Pembeli harus membayar di tempat pada waktu 

penyerahan barang dilakukan, jika tidak ditetapkan, atau yang lebih dikenal 

dengan sistem cash on delivery (COD). 

Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi 

Elektronik secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha harus menetapkan batas 

waktu bagi konsumen dimana barang yang dikirim harus dikembalikan jika 

tidaksesuai dengan perjanjian atau cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan 

tersebut diatas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan yang 

dijelaskan pada iklan TikTok Shop (seperti penawaran), dapat menggugat pelaku 

usaha (dalam hal ini pihak penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya 

wanpretasi atas transaksi jual beli yang penulis lakukan dengan penjual. 

 

F. Peran dan Tanggung Jawab Platform 

 Aplikasi TikTok sebagai platform jual beli yang harus memastikan bahwa 

proses transaksi dilakukan dengan aman dan teratur. Menurut Pasal 20 UU No.19 

Tahun 2016 tentang ITE, setiap penyedia jasa aplikasi dibidang perdagangan 

harus menyelenggarakan penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan 

transparan. Oleh karena itu, platfrom TikTok memiliki tanggung jawab untuk 

mengatur transaksi dengan ketentuan yang jelas dan terbuka, serta memberikan 

kebijakan pengembalian dana untuk menjaga kepercayaan pengguna dalam 

melakukan transaksi. 
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 Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tort liability (tanggung jawab atas 

kerugian) terbagi menjadi beberapa teori yaitu:31 

1. Pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang sengaja 

(international tort liability), tergugat melakukan perbuatan yang 

merugikan penggugat atau mengetahui akan timbul kerugian dari kerugian 

yang ditimbulkan oleh tergugat.  

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum timbul dari kelalaian 

(negligrnce tort liability), yang didasarkan pada konsep kesahalhan moral 

dan kesalahan hukum, yang dicampur. 

3. Pertanggung jawaban mutlak atas perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (strick liability), berdasarkan perbuatannya 

yang disengaja atau tidak disengaja.  

Undang-undang Perlindungan konsumen No.8 Tahunn 1999 memuat dua 

prinsip penting yaitu tanggung jawab produk dan tanggung jawab professional. 

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab bisnis atas produk yang 

ditawarkan kepada pembeli yang menyebabkan menimbulkan kerugian. Karena 

cacat pada produk.32 Dengan demikian peran teori tanggung pertanggungjawaban 

yang diuraikan diatas adalah untuk memberikan pedoman atau arahan tentang 

tanggung jawab hukum konsumen yang melanggar perjanjian jual beli di aplikasi 

TikTok Shop. 

 

                                                           
 31 Abdulkadir Muhammad,2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, halaman.336. 
32 Rosmawati,2018. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Jawa Barat: Prenamedia Grup, 

halaman. 46-47 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hubungan Hukum Pembeli dalam transaksi jual beli barang di Aplikasi. 

 Hubungan hukum antara pihak pembeli sebagai pembeli dan pihak pelaku 

usaha adalah hubungan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu 

suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi 4 hal, yaitu adalah perjanjian para 

pihak yang sah. Khausa yang halal, maka perjanjian itu mempunyai objek dan 

mengandung alasan yang sah. Hubungan hukum antara konsumen dan TikTok 

Shop sebagai situs jual beli yang menyelenggarakan perdagangan elektronik juga 

didasarkan pada hubungan kontraktual. Perjanjian tersebut berbentuk perjanjian 

elektronik, dimana perjanjian tersebut menyatakan bahwa konsumen harus 

mematuhi ketentuan pengguna TikTok dengan menunjukkan dan menyetujui pada 

saat membuat akun dan mengklik ketentuan perjanjian tersebut. TikTok Shop, 

penjual yang mendaftar sebagai merchant melakukan hal yang sama, syarat dan 

ketentuan berlaku untuk website jual beli TikTok Shop. Dalam pasal 3 Directive 

sebagai pedoman Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam Produk Liability 

Directive didefinikan bahwa Pelaku Usaha membuat produk akhir, Pelaku Usaha 

setiap orang yang mencantumkan nama merek usaha atau ciri pembeda lainnya 

pada produk, menjadikan mereka Pelaku Usaha.33 Definisi yang luas juga 

tercakup UUPK, namun istilah Pelaku Usaha tidak digunakan sebagai pembeda 

dengan istilah pembeli, melainkan Pelaku Usaha. Pengertian Pelaku Usaha dalam 

UUPK Pasal 1 angka 3 No.8 tahun 1999 adalah sebagai berikut: “Pelaku Usaha 

(Pemilik Aplikasi) merupakan perseorangan atau transaksi yang berbentuk badan 

                                                           
 33 Ahmadi Miru, Op.Cit., halaman. 21- 22 
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hukum atau bukan badan hukum, didirikan dan tetap atau beroperasi di wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

badan hukum lain, perjanjian untuk kegiatan komersial diberbagai sektor 

ekonomi”.  

Transaksi dilakukan forum jual beli online membuat hubungan hukum 

yang melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu: pembeli, penjual, dan situs web 

(Facebook, Instagram, TikTok). Tapi langsung dari pihak ketiga ini, pihak 

pembeli, penjual. Situs belanja online sendiri tidak terlibat secara langsung dalam 

transaksi antara pembeli dan penjual, jadi Tokopedia, bukalapak, Facebook, 

Instagram tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari toko online 

tersebut, karena hanya media dalam menjalankan usaha penjual. 34 

Sebenarnya perlindungan konsumen relatif tidak tergantung hanya pada 

ketentuan UUPK saja, karena UUPK sendiri memutuskan bahwa semua peraturan 

perundang-undangan yang telah berlaku selama berlakunya undang-undnag ini 

yang bertujuan untuk melindungi konsumen tetap diakui berlaku, sepanjang tidak 

diatur tersendiri atau tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. 

Oleh karena itu dibahas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, 

khususnya diluar UUPK yang mencerminkan prinsip Perlindungan Konsumen 

Indonesia. Prinsip kompensasi konsumen Indonesia yang telah disampaikan pada 

bab sebelumnya, yaitu: 

1. Prinsip Kesehatan konsumen atau perlindungan harta konsumen. 

2. Prinsip perlindungan atas barang dan harga35 

                                                           
 34 Asri Wijayanti, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Online, Jurnal Hukum.Vol.1 No.1 

(April 2017). halaman 7.  

 35 Ahmadi Miru, Op.cit., halaman.183-184. 
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Kedudukan pelaku usaha jauh lebih kuat dibandingkan dengan pembeli 

perorangan, karena penguasaan informasi produk sepenuhnya menjadi milik 

pengusaha.36 Membandingkan hak dan kewajiban pembeli yang diatur dalam 

pasal 4 dan pasal 5 Undang-undnag Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, 

terlihat bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha berbanding terbalik dengan hak 

dan kewajiban pembeli. Artinya apa yang menjadi hak pembeli, apa yang menjadi 

kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya, begitu pula sebaliknya, apa yang 

menjadi hak pelaku usaha, menjadi kewajiban pembeli. 

Menurut undang-undang, ada hubungan hukum antara pembeli dan penjual 

ketika melakukan transaksi jual beli di semua platfrom atau tempat dilakukannya 

transaksi jual beli, termasuk aplikasi TikTok Shop. Hubungan hukum ini 

ditentukan oleh hukum yang berlaku diwilayah tempat tinggal masing-masing 

pembeli dan penjual. Namun permasalahan muncul ketika transaksi jual beli 

dilakukan melalui aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok hanya bertindak sebagai 

perantara atau perantara antara pembelidan penjual dan tidak bertanggung jawab 

atas segala kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan kepada pembeli dan 

penjual, sehingga mereka memahami syarat dan ketentuan pengguna aplikasi 

TikTok, termasuk hak-haknya, sebelum mereka melakukan transaksi dan 

kewajiban dalam melakuka transaksi jual beli serta menyelesaikan perselisihan 

jika timbul masalah dalam transaksi tersebut. Pembeli transaksi jual beli di 

apliaksi TikTok sebaiknya memperhatikan beberapa poin sbeelum mengambil 

keputusan pembelian, yaitu: 

                                                           
 36 Nining Muktamar et al. 2005, Berperkata Secara Mudah, Murah dan Cepat, 

Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa. 

Piramedia, Jakarta. halaman.2 
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1. Memahami aturan dan ketentuan penggunaan Tiktok. Sebelum melakukan 

transaksi jual beli,  

2. Memastikan reputasi penjual. Sebelum melakukan transaksi, penting untuk 

memperhatikan reputasi penjual. 

3. Memperhatikan deskripsi barang yang ditawarkan 

4. Mengecek sesuai harga  

5. Meminta konfirmasi dari penjual.  

Jika terjadi wanprestasi antara pembeli dan penjual di aplikasi Tiktok, ada 

beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, 

yaitu: 

1. Berkomunikasi dengan penjual.  

2. Melapor ke Tiktok. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan secara 

damai, pembeli dapat mengajukan laporan ke Tiktok dengan menyertakan 

bukti-bukti yang jelas dan dapat dipercaya. 

Pembeli dalam transaksi jual beli aplikasi Tiktok berada dalam dalam 

hubungan hukum dengan penjual dan seperti halnya dalam transaksi jual beli 

lainnya, harus memperhatikan resiko dan ketentuan tentang hak dang kewajiban 

dalam transaksi. Oleh karena itu, penting bagi pembeli dan penjual untuk 

memahami persyaratan dan ketentuan pengguna Tiktok dan resiko yang terkait 

dengan transaksi jual beli di plafrom tersebut serta memastikan bahwa mereka 

memenuhi kriteria yang tepat sebelum melakukan transaksi.  
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B. Pertanggung Jawaban dalam Transaksi Jual Beli barang di Aplikasi 

TikTok. 

 Pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli pada aplikasi TikTok shop 

yang harus dilakukan penjual terhadap pembeli karena setiap halnya kita lakukan, 

termasuk transaksi jual beli pasti mengandung resiko didalamnya. Begitu pula jual 

beli yang dilakukan di TikTok shop. Saat pertama kali berbelanja melalui TikTok 

shop. Kasus-kasus yang cukup viral dalam pemberitaan di media sosial akhir-

akhir ini terkait transaksi jual beli online di salah satu jual beli online secara COD 

seperti yang penulis paparkan di bab sebelumnya memenuhi unsur-unsur tersebut 

diatas. Jual beli itu sendiri dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdata yaitu 

sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

telah dijanjikan. Pernyataan tersebut dinilai cukup jelas, sehingga dalam transaksi 

jual beli online di salah satu TikTok Shop seperti yang dipaparkan diatas dimana 

pelaku usaha telah menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli tersebut, 

maka pembeli wajib membayar sesuai dengan harga yang telah dijanjikan. 

 Dalam hukum perdata, persyaratan secara khusus berdasarkan syarat 

pertanggungjawaban, yaitu sebagai salah satu yang membuat seseorang 

bertanggung jawab. Pelaku usaha bertanggung jawab kepada pembeli atas barang 

yang dibuat oleh pedagang atau digunakan dalam usaha, jika barang tersebut 

mempunyai tuntutan dengan cacat yang menyebabkan janji tidak dipenuhi. 

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami pembeli akibat 

ketidaksesuain kualitas barang yang dijual di TikTok Shop diatur dalam pasal 

1365 KUHPerdata, yang mengatur ganti rugi atas perbuatan salah dan penyebab 
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kerugian orang lain.37 Artinya ada presepsi bahwa pembeli yang dirugikan pelaku 

usaha dapat menuntut ganti rugi. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang 

benar, jelas dan jujur tentang syarat jaminan barang sesuai dengan Pasal 4 huruf c 

UUPK. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan pelu usaha bertanggung jawab atas 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan pada pembeli. Pelaku usaha 

yang menjual barang dalam aplikasi TikTok shop juga dapat bertanggung jawab 

atas ganti rugi yang dibayarkan oleh pembeli karena Tindakan pelaku usaha yang 

tidak benar atau lalai sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UUPK yang menentukan 

“Pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi kerusakan dan kerugian 

konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual Kompensasi atau 

ganti rugi misalnya, pengembalian atau penukaran barang yang diterima oleh 

pembeli sesuai pesanan. Bentuk ganti rugi yang dialami pembeli sesuai dengan 

pasal 19 ayat 2 dari UUPK, pelaku usaha dapat diwajibkan mengembalikan 

barang atau uang atau mengganti barang yang rusak (cacat) dengan yang baru, 

yang setara nialainya, hal ini pemberian waktu ganti kerugian pembeli dalam 

waktu 1 minggu (7 hari) setelah pembeli melakukan transaksi secara online, 

sesuai pada peraturan yang berlaku di pasal 19 ayat (3) tersebut. 

 Kesalahan pengiriman pesanan dapat dipengaruhi oleh pihak ekspedisi 

yang lalai dalam melakukan proses pengiriman sehingga terjadi kasus seperti 

paket pesanan hilang ataupun paket rusak. Apabila pelaku usaha dapat 

membuktikan kesalahannya pengiriman pesanan disebabkan oleh pihak ekspedisi 

maka ekspedisi dibebankan atas pertanggung jawaban memberikan ganti kerugian 

                                                           
 37 Rai Agustina. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam 

TRansaksi Jual Beli Melalui Online. “Journal Kertha Semaya ,Vol.4, no.2 (2016). 
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kepada konsumen. Pembebanan tanggung jawab kepada pihk ekspedisi didasarkan 

pada pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi: 

 “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang 

disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian 

atau kesembronoannya.” 

 Pembebanan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam 

pasal 19 UUPK yaitu:38 

1. Memberi ganti rugi kepada pembeli atas kerusakan, pencemaran, dan 

kerugian konsumen disebabkan membeli barang atau jasa yang diproduksi 

atau dijual. 

2. Ganti rugi atas barang atau jasa yang sama nilainya atau serupa atas 

pemberian pelayanan bantuan kesehatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undnagan yang berlaku.  

3. Kompensasi ganti rugi dibayarkan dalam tanggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal pemesanan. 

4. Ganti rugi tidak berlaku jika merchant dapat membtuktikan bahwa 

kesalahan disebabkan oleh pembeli.  

Berdasarkan pengamatan peneliti TikTok Shop dalam tanggung jawab pelaku 

usaha adalah dengan cara mengembalikan dana yang telah diterima dengan cara 

mentransfer melalui aplikasi dana atau m-banking kepada pembeli terhadap 

bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut.  

 

 

                                                           
 38 Ibid.  
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Contoh kasus yang terjadi di TikTok Shop. 

 Cerita berawal saat pembeli bertransaksi di TikTok Shop. Pembeli 

membeli sebuah printer dengan merek Canon pixma MG2570S dengan harga Rp. 

499.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan ongkos kirim Rp. 

10.000 (sepuluh ribu), total pembayaran sebesar Rp. 509.000 (lima ratus sembilan 

ribu rupiah). Pada tanggal 2 November 2019, kiriman barang datang tapi barang 

yang dikirm adalah printer dengan merek epson. Sekilas, printer merek epson ini 

mirip degan pinter merek canon yang saya pesan, tapi kalau diperhatikan dengan 

seksama jelaslah sangat berbeda. Saya komplain ke TikTok Shop, yang memberi 

solusi agar saya menghubungi penjualnya langsung.39 Disini pembeli merasa 

kecewa dengan solusi yang telah di sarankan oleh TikTok Shop. Dari pemaparan 

contoh di atas dapat diketahui bahwa TikTok Shop harus bertanggung jawab atas 

kasus penerimaan barang yang tidaksesuai dengan barang yang dipesan terhadap 

pembeli yang telah di rugikan penjual dari salah satu toko yang berada di TikTok 

Shop pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak TikTok Shop, 

dikarenakan si pembeli telah dirugikan karna barang yang dia dapat tidak sesuai 

dengan harga yang tercantum di kolom pembelian. 

Tata cara penukaran barang sesuai dengan pasal 69 Peraturan Pemerintah 

No. 8 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yaitu penukaran 

barang harus dilakukan dalam waktu sekruang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sejak 

hari dilakukannya penukaran barang, transaksi berlangsung. Pemebli menerima 

barang, alasan penukaran barang atau pembatalan oleh pembeli dapat berupa 

kesalahan atau penyimpangan barang yang dikirim, keterlambatan pengririman 

                                                           
39 Pembeli TiTok Shop, wawancara pribadi pada 12 November 2019, pukul 13.00-14.00 



49 
 

 
 

barang, cacat tersembunyi, barang rusak dan barang kadaluarsa. Penyelenggara 

perdagangan melalui sistem elektronik menyediakan pedoman pembatalan, 

pengembalian produk dan pengembalian dana pelanggan TikTok shop. Pedoman 

tersebut menyebutkan dengan jelas pada keadaan apa pelanggan (pembeli) dapat 

mengajukan pembatalan, engembalian produk atau pengembalian dana. 

Pedoman pengembalian produk di aplikasi TikTok Shop memberi 

kesempatan kepada pembeli untuk dalam situasi tertentu, untuk meminta 

pengembalian barang atau pengembalian uang berdasarkan alasan-alasan berikut: 

1. Paket tidak diterima. 

2. Produk tidak sesuai dengan deskripsi. 

3. Produk atau aksesori hilang. 

4. Kemasan atau produk rusak. 

5. Produk cacat atau tidak berfungsi. 

6. Produk yang dikirim salah. 

7. Melebihi tanggal perkiraan pengiriman. 

8. Diduga pemalsuan. 

Setelah permohonan terkirim, maka permohonan tersebut akan ditinjau 

terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak penjual atau pelaku 

usaha. Pelaku usaha diberi waktu selama 48 jam untuk menyetujui ataupun 

menolak permohonan tersebut. Jika pelaku usaha tidak menanggapi permohonan 

tersebut, maka akan secara otomatis permohonan tersebut akan diterima dan 

diproses. Bagi pelaku usaha yang menolak permohonan tersebut, harus disertai 

alas an. Apabila telah disetujui maka pihak aplikasi TikTok shop akan mengubah 

status permintaan menjadi ‘Pengembalian dana yang diterbitkan’, lalu dibutuhkan 
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waktu tambahan untuk mengembalikan dana pembeli. Aplikasi TikTok shop 

memberlakukan kebijakan evaluasi kinerja penjual TikTok shop sebagai bentuk 

Tindakan penegakan pedoman kebijakan dengan menerapkan poin pelanggaran 

bagi pelaku usaha yang melanggar pedoman kebijakan yang berlaku di aplikasi 

TikTok shop, Poin pelanggaran dihitung setiap 180 hari dari jumlah poin tersebut 

akan menjadi indikator kinerja kerja, Kesehatan toko dan bentuk sanksi yang akan 

dikenakan oleh aplikasi TikTok shop kepada pelaku usaha. Permasalahan yang 

mneimbulkan sengketa ialah pelaku usaha yang menolak untuk memberikan ganti 

rugi ataupun kompensasi kepada konsumen yang mengalami kepada konsumen 

yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Berikut dasar hukum 

pengenaan sanksi hukum bagi pelanggar hak pembeli yaitu: 

1. Sanksi Hukum Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) 

  Perbuatan pelaku usaha dalam mengirimkan barang tidak sesuai 

dengan pesanan atau tidak sesuai dengan barang yang diperjanjijan dapat 

dikategorikan dalam perbuatan wanprestasi dalam KUPerdata. Wanprestasi 

dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi: 

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak 

dilaksanakan perikatan itu wajib, jika debitur walaupun didapati lalai, tetap 

menepati janjinya atau seandinya hanya memberi atau berbuat dapat 

diberikan atau dilakukan, dalam waktu yang harus diberikan atau 

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 

melampaui waktu yang telah ditentukan.40 

                                                           
 40 Ibid. 
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2. Sanksi Hukum Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

3. Sanksi Hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

tentang perdagangan melalui sistem elektronik. 

Penguasaha yang melanggar kewajiban yang ditentukan dalam pasal 13 

ayat 1, dan pasal 26 perturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem 

elektronik, tidak memberikan informasi dengan benar kerkait produk yang 

diperdagangkan dan melanggar hak-hak konsumen dapat dikenakan sanksi 

administratif oleh Menteri sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sanksi administrated sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 untuk peraturan pemerintah melalui sistem 

elektronik dapat berupa: 

a. Peringatan tertulis. 

b. Termasuk dalam daftar prioritas pemantauan. 

c. Daftar hitam. 

d. Instansi dan otoritas terkait memblokir sementara perdagangan PP dalam 

negeri melalui sistema elektronik atau perdagangan PP luar negeri melalui 

sistem elektronik. 

e. Pencabutan izin. 

Berdasarkan pengamatan peneliti TikTok Shop dalam melaksanakan 

bisnisnya senantiasa memperlihatkan keramahan terhadap pelanggan, mereka 

tidak menjawab pertanyaan pelanggan pada kolom chat tersebut. Mereka memulai 

menjualin diakun tersebut dengan cara live dari jam 09.00 WIB dan berakhir pada 

pukul 23.00 WIB malam, mereka juga berhenti melakukan live ketika memasuki 
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waktu adzan Dzuhur, ashar, magrib dan isya mereka memberi jeda live untuk 

mereka gunakan sholat dan istirahat.41 

TikTok shop memiliki display penjualan yang menarik pada aplikasi 

TikTok shop pada menu produk, pembeli bisa memilih barang yang sertai 

keranjang kuning untuk cekout, pada menu produk ini mereka memberikan 

display harga yang berbeda setiap keranjang kuningnya dengan beberapa kriteria 

memilih salah satu barang atau dikirim dengan barang lainya. 

Pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli barang di TikTok harus 

dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari platfrom tersebut.  Yang 

harus dilakukan adalah memahami persyaratan TikTok untuk menjual barang 

secara online. Menurut ketentuan TikTok, penulis harus memiliki akun TikTok 

yang aktif serta memiliki izin untuk menjual barang di dalam aplikasi. Pengguna 

juga harus membuat akun penjual TikTok dan memfasilitasi metode pembayaran 

melalui opsi pembayaran yang disetujui oleh aplikasi itu. Setelah itu, pengguna 

dapat memilih dukungan pengiriman untuk mengirimkan barang yang dijual 

kepada pembeli. Ketika melakukan jual beli di TikTok, pastikan anda mengetahui 

cara menghubungi penjual dan pembeli. TikTok menggungkapkan bahwa opsi 

dukungan pelanggan tersedia untuk membantu pengguna yang melakukan 

transaksi jual beli. Jika terjadi masalah dalam transaksi, pengguna dapat langsug 

menghubungi penjual atau pembeli untuk menyelesaikannya. Dalam memastikan 

keamanan transaksi jual beli di TikTok, pastikan bahwa penjual menerima 

pembayaran tidak menunda pengiriman barang-produk sampai proses pembayaran 

selesai dilakukan. Bagi pembeli, pastikan untuk tidak membiarkan penjual 

                                                           
 41 Pembeli TikTok shop, wawancara Pribadi pada 20 juli 2023, jam 09.00-11.00. 
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menggunakan opsi pengiriman yang tidak diansurasikan, atau mereka mungkin 

terkena resiko kehilangan barang pada saat pengiriman. Jika pengguna mendapat 

produk yang tidak cocok atau cacat, TikTok meiliki kebijakan pengembalian 

adana untuk membantu pengguna mengembalikan barang ke penjual dan 

mendapatkan pengembalian uang. Ketika melakukan transaksi di TikTok, 

usahakan untuk memahami setiap persyaratan yang terkait dengan pembayaran, 

pengiriman, dan Tindakan balasan terhadap produk yang dijual. Selalu 

diperhatikan juga bagaimana perusahaan mengelola dan memproses informasi 

pengguna, dan jangan lupa untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan 

dengan akun TikTok penulis. Dalam pertanggung jawaban dalam transaksi jual 

beli barang di TikTok merupan hal yang penting harus diperhatikan dengan baik. 

Pastikan pengguna memahami pola transaksi jual beli TikTok, mengetahui 

persyaratan dan kebijakan aplikasi, serta menghubungi platfrom TikTok untuk 

memperoleh dukungan di bagian manapun selama transaksi. Dengan 

memperhatikan hal-hal ini, pengguna TikTok kan mampu menghindari 

kemungkinan resiko dan mendapatkan pengalaman transaksi jual beli online yang 

lebih aman dan nyaman.  

Pada video pendek di unggah melalui akun menunjukan bahwa akun Tik 

Tok shop sangat menjunjung tinggi prinsip etika dalam berbinis yaitu prinsip 

kejujuran dimana akun tersebut selalu jujur dalam melakukan pemasaran 

produknya, mulai dari barang yang dijual serta mereka memberikan perbandingan 

harga harga pada produknya untuk memilih mana yang lebih baik dan lebih pantas 

untuk mereka beli. 
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Beberapa dari narasumber memberikan bukti bahwa saat mereka 

berbelanja di akun Tik Tok Shop ini mengirimkan barang yang sudah dipesan 

oleh pembeli, namun penjual tersebut mengirimkan barang yang tidaksesuai 

dengan barang yang dipesan pembeli dengan pembayaran COD (Cash on 

Delivery). 

“Sejak tahun 2018 ibu tersebut mengenal TikTok, dan berbelanja pada 

TikTok shop pada tahun 2021 hanya sekali berbelanja di TikTok shop, itbu 

tersebut berbelanja kebutuhan skincare dengan harga Rp.87.000 menggunakan 

voucer dari akun TikTok shop yang kemudian barang dikirim tidaksesuai dengan 

barang yang dipesan, kemudian uang tersebut dikembalikan melalui transfer ovo 

dikarenakan pada saat cekout kemarin menggunakan metode COD (cash on 

delivery).42 

Hal ini juga di dukung oleh wawancara kepada pembeli TikTok shop Desy 

wulan mengungkapkan bahwa: 

“Sejak awal covid19 pada tahun 2020 tertipu pada saat berbelanja di 

TikTok shop dimana menjual mengatakan bahwa barang yang dipesan dikirim 

dengan segera, namun pada kenyataanya pesanan saya dikirim berbeda dengan 

yang saya pesan. Saya memesan skincare dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu 

rupiah) namun yang datang hanya bedak kell* seharga Rp. 25.000 (dua puluh 

lima ribu rupiah) tidaksesuai dengan pesanan, dan saya memesan dengan metode 

COD (cash on delivery).43 Mengenai penentuan ganti rugi pembeli atas kejadian 

di TikTok Shop, dapat dilakukan atas kebijakan pengusaha dan pembeli, ketika 

diperoleh negosiasi, hasil tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas 

                                                           
 42 Pembeli TikTok shop, wawancara pribadi pada 20 juli 2023, pukul 11.00-12.00. 

 43 Pembeli TikTok shop, wawancara pribadi pada tanggal 21 Juli 2023, jam 13.00-14.00. 
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permasalahan perusahaan, kedua belah pihak seperti pengembalian dan atau 

penukaran barang. 

 

C. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual Beli di Aplikasi TikTok. 

 Perlindungan konsumen berarti segala upaya hukum untuk menjamin 

kepastian hukum bagi perlindungan pembeli. Cakupan yang lebih luas meliputi 

tahapan memperoleh barang atau jasa dan akibat penggunaan barang atau jasa 

tersebut. Cakupan perlindungan pembeli dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:44 

a. Perlindungan dalam hal barang yang diserahkkan kepada pembeli tidak 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

b. Perlindungan terhadap pengenaan persyaratan yang tidak adil kepada 

pembeli.  

 Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum konsumen adalah 

asas hukum dan norma hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan 

barang atau jasa konsumen dalam masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat.  

Konflik atau perselisihan antara pembeli dan pelaku usaha biasanya didasari oleh 

hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan dicurigai oleh pembeli. Lemahnya 

posisi pembeli dan pelaku usaha dalam jual beli tentu sangat merugikan pembeli. 

Persoalan hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak pembeli menjadi 

semakin penting ketika pembeli melakukan transaksi jual beli di TikTok Shop 

yang berada di suatu negara. Penipuan sering terjasi saat jual beli melalui internet, 

penipuan ini dapat terjadi pada pengangkutan tempat perusahaan, barang yang 

dibeli, harga barang dan pembayaran pembeli. Berdasarkan uraian diperlukan 

                                                           
 44 Rosmawati,2018. Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: 

Prenadamedia Group. halaman. 6-10. 
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kepastian hukum terkait dengan perlindungan konsumen di toko online. Selain itu, 

karena pemblei tidak memilki hak penting untuk melindungi diri sendiri, maka 

dalam hal ini juga menuntut para pengusaha untuk menyadari pentingnya 

perlindungan konsumen bagi pembeli, sehingga tumbuh sikap jujur dan 

bertanggung jawab dalam berbisnis:45 

1. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

 Perlindungan hukum bagi konsumen yang berbelanja online dapat terjamin 

kepastian hukumnya yang tertuang dalam perturan perundang-undnagan yang 

berkitan dengan belanja online yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 

perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adanya kontrak 

elektronik yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2008, 

perubahan No. 11 Undnag-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

perdagangan Elektronik dianggap setara dengan kontrakk jual beli konvensional. 

Melalui kontrak elektronik. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen: Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang 

nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:  

 “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan” 

 Yang dimaksud yaitu konsumen yang membeli suatu produk secraa online 

ketika produk tersebut digunakan secara langsung dan tidak dijual Kembali atau 

                                                           
 45 Ibid. 
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ke konsumen akhir. Mengingat belanja online berlangsung tanpa pertemuan tatap 

muka antara konsumen dengan dua pelaku usaha yang tidak saling mengenal, 

penggaran hak konsumen dalam jual beli sangat sensitive, yang menempatkan 

konsumen pada posisi negosiasi yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya 

jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam usahanya menjawab 

kebutuhan konsumen itu sendiri. Semakin berkambangnya aplikasi TikTok Shop, 

bukan berarti situs jual beli online ini tidak mengalami kendala serius. Karena 

bebraoa masalah yang ditimbulkan dari masalah yang dihadapi pembeli TikTok 

Shop, seperti masalah kepuasan konsumen yang mempengaruhi pembeli untuk 

melakukan pembelian ulang. Hal ini diyakini karena pemahaman yang buruk 

tentang penggunaan, yaitu respons sistem yang lambat terhadap aplikasi TikTok 

Shop, serta menu yang membingungkan dan masalah lain dari aplikasi TikTok. 

Melalui internet memberikan kesempatan untuk memilih produk dan kualitas yang 

diinginkan.46 Berdasarkan hal diatas maka penulis ingin mendapatkan informasi 

lebh lanjut tentang bagaimana perlindungan hukum jual beli produk di toko online 

yang tertuang dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, dalam penelitia ini penulis mengindetifikasi 4 responden: 

Nur aini, Desy Wulan, Tita dan Cici. 

Hak konsumen sebagaimana dalam pasal 5 UUPK yaitu:47 

a. Hak atas kemudahan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi 

barang dan jasa.  

                                                           
 46 I news, Hukum Jual Beli Online, diakses melalui: 

https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-jual-beli-online, pada 20 Juni 2022 pada pukul 

14.20. 
 47 Romawati,2018. Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Jawa Barat: 

PrenaMedia Grup. halaman.51. 

https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-jual-beli-online
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b. Hak untuk memilih barang atau jasa dan untuk menerima barang atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

diizinkan. 

c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

syarat dan jaminan barang atau jasa. 

d. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan tentang produk atau layanan 

yang digunakan.  

e. Hak untuk menerima saran dan pelatihan dari konsumen. 

f. Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara adild an merata serta tanpa 

diskriminasi. 

g. Hak atas kompensasi, kompensasi atau penggantian jika barang atau jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau penggantian jika barang 

atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

h. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 Selain hak-hak pembeli yang dirumuskan dalam pasal 4 UUPK, terdapat 

pula hak-hak pembeli pada pasal 7 yang membahasa mengenai kewajiban pelaku 

usaha. Hak dan kewajiban bertentangan dengan hukum, sehingga kewajiban 

pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak pembeli.48 Kewajiban pelaku usaha 

dianggap sebagai perwujudan hak pembeli yang harus dipenuhi agar pelaku usaha 

menjadi bertanggung jawab. Pasal 8 Undang-undnag perlindungan konsumen No. 

8 Tahun 1999 menjelaskan tentang kegiatan usaha yang dilarang antara lain:49 

                                                           
 48 Celina Tri Siwi Kristiyanti,2018.  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar 

Grafika, Edisi 1 Cetakan ke-7) halaman.32. 

 49 Endi Suhadi, Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi, Jurnal Prodi Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiyah Tanggerang, Vol.2 No.7 (Desember 2021), halaman 8. 
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a. Tidak memenuhi atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan 

oleh peraturan perundang-undangan. 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau jumlah yang tertera dalam 

label barang.  

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, skala dan jumlah ukuran yang 

sebenarnya. 

d. Tidak sesuai dengan ketentuan, garansi, fungsi atau kinerja yang 

tertera pada tag label atau deskripsi produk atau jasa. 

e. Tidak sesuai dengan kualitas, kompisis, pengerjaan, tata cara, atau 

penggunaan khusus yang ditunjukkan dalam pelabelan atau deskeipsi 

barang atau jasa. 

f. Tidak memenuhi janji yang tertea pada label, label informasi, iklan 

atau promosi penjualan produk atau jasa. 

g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau waktu 

penggunaan/kedaluarsa terbaik tertentu. 

h. Tidak memenuhi ketentuanproduksi halal yang ditunjukan dengan 

kalimat “halal” padaa label. 

i. Tidak menempelkan label pada barang atau membuat deskripsi barang 

yang meliputi nama, ukuran, berat bersih atau jumlah, komposisi, 

aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat 

operator serta informasi lainnya. Penggunaan yang harus dilakukan 

sesuai dengan peraturan 
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j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang 

dalam Bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

2. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Undang-undang ainformasi dan transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 

juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam bidang elektronik yaitu 

pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: 

 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam Transaksi elektronik”. 

 Pengguna yang melakukan jual beli online semakin banyak, selain itu 

website yang digunakan untuk transaksi jual beli juga selalu update. Namun 

implementasinya, dalam sistem transaksi jual beli melalui internet atau TikTok, 

produk yang ditawarkan kebanyakan hanya berupa deskripsi barang dengan 

gambar, namun tidak dipastikan kebenarannya. Transaksi jual beli online, seperti 

halnya transaksi jual beli yang biasa dilakukan dalam kehidupan nyata, dilakukan 

oleh pohak-pihak yang berkepentingan, meskipun para pihak dalam jual beli 

online tidak saling bertemu secara langsung, tetapi terhubung satu sama lain 

dengan melalui internet. Transaksi jual beli online antara lain: 50 

1. Penjual atau mechant di internet atau pelaku usaha sebagai penyalur. 

2. Pembeli atau konsumen yaitu, setiap orang yang tidak dilarang oleh 

undang-undang dan yang menerima penawaran dari penjual atau 

                                                           
 50 Ita.susanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online 

Berdasarkan UU No. 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo UU No. 11 Tahun 2008 

Tentang Informansi dan Transaksi Elektronik, Sigma-Mu.Vol. 9. Maret 2017. halaman. 22 
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pelaku usaha dan ingin melakukan transaksi jual beli barang yang 

ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha. 

3. Pembayaran tunai di tempat sebagai saluran uang dari pembeli ke 

penjual. Jual beli online, penjual dan pembeli tidak saling berhadapan 

secara langsung karena berada di tempat yang berbeda, sehingga 

pembayaran dapat dilakukan melalui perantara kurir.  

4. Provider sebagai penyedia jasa layanan koneksi internet. 

Pada dasarnya, pihak-pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban 

masing-masing. Penjual/pelaku usaha adalah pihak yang menawarkan 

produk melalui internet. Oleh karena itu, penjual wajib memberikan 

informasi secara benar dan jujur kepada pembeli tentang produk yang 

ditawarkan. Penjual juga harus menawarkan produk yang tidak 

bertentangan dengan peratturan perundang-undnagan, tidak rusak atau 

mengandung cacat tersembunyi, sehingga produk yang ditawarkan 

merupakan produk yang layak untuk diperdagangkan. Transaksi 

pemeblian tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang 

telah menjadi pembeli.  

Seorang penjual ataupun pelaku usaha menerima pembayaran dari pembeli 

untuk harga barang yang dijual. Penjual juga berhak mendapatkan oerlindungan 

dari tindakan pembeli yang beritikad buruk dalam transaksi jual beli online. 

Pembeli wajib membayar harga barang yang dibeli oleh penjual sesuai dengan 

jenis barang dan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Selain itu, 

pembeli wajib mengisi data diri yang lengkap dari penjual mengenai produk yang 

dibeli, agar pembeli tidak merusak produk yang dibeli. Pembeli juga berhak 
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mendapat perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang beritikad buruk. 

Pembayaran tunai bertindak sebagai saluran dimana dana yang diperlukan untuk 

membayar barang ditransfer dari pembeli ke penjual produk. Kemungkinan 

pembeli ingin membeli produk dari penjual online jarak jauh harus menggunakan 

pembayaran tunai ditempat, yang ditransfer ke kurir. Dalam transaksi jual beli 

online, provider merupakan pihak lain yang memiliki kewajiban untuk 

menyediakan layanan aksess 24jam kepda calon pembeli utnuk melakukan 

transaksi jual beli online melalui media internet dengan penjual yang menawarkan 

produk lewat internet tersebut. Dalam hal ini, penjual dan penyedia layanan 

bekerja sama.51 Menurut ketentuan pasal 1 huruf 10 UU ITE, “Transaksi 

elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan sarana computer, 

jaringan computer, atau alat elektronik lainnya.” 

1. Belanja online atau TikTok Shop sebenernya berbadan hukum bisnis 

biasanya (bisnis tradisional atau jual beli biasa atau jual beli perdata).  

2. TikTok Shop merupakan perdagangan tradisional yang spesial karena 

dominan peranan media dan perangkat elektronik.  

 Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah 

terjadi diantara para pihak setelah para pihak menyepakati barang dan harganya, 

sekalipun barang itu belum diserahkakn dan harganya belum dibayar. Dari 

ketentuan tersbut terlihat bahwa:  

1. Jual beli merupakan suatu perjanjian ssedemikian rupa sehingga berlaku 

syarat-syarat perjanjian buku III KUHPerdata. 

                                                           
 51 Ibid. 
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2. Jual beli adalah perjanjian suka sama suka yang tercipta karena adanya 

kesepakatan barang dan harga.  

3. Hak dan kewajiban para pihak muncul dari kesimpulan kotrak, meskipun 

harganya tidak dipublikasikan.  

Pada KUHPerdata, diatur pula hak dan kewajiban penjual serta hak dan 

kewajiban pembeli. Salah satu contohnya adalah kewajiban yang diatur dalam 

pasal 1474 KUHPerdata, yaitu: 

1. Kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli. 

2. Kewajiban menanggung (vrijwaring) kesalahan hukum dan kesalahan 

tersembunyi. 

 Perlindungan hukum menurut undnag-undang adalah alat yang paling 

efektif untuk digunakan, karena undang-undang dapat digunakan oleh kedua belah 

pihak untuk membuat kontrak, dan pemerintah dapat menggunakan sumber 

dayanya sendiri untuk memantau penegakan undang-undang tersebut. 

Memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi, TikTok 

Shop membeginya menajdi empat bagian, yaitu: 

1. Sisi pelaku usaha  

Kedudukan pelaku usaha relatif lebih kuat dalam berbisnis dibandingkan 

dengan konsumen. Hal ini terlihat dari kenyetaan bahwa pelaku usaha 

verada di pihak penyedia produk, sedangkan konsumen membutuhkan 

produk tersebut. Apapun yang pedagang putusakan, selama konsumen 

membutuhkan produknya, konsumen menerima bahwa kontrak estándar 

dibuat, dibedakan dengan prinsip take it or leave it. Oleh karena itu, 

perlindungan konsumen dapat ditawarkan dalam bentukk sebagai berikut: 
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a. Pernyataan yang jelas tentang identitas pelaku usaha, termasuk alamat 

usaha (termasuk alamat email) dan jenis usaha. Jika pemenilik pabrik 

atau fasilitas pengolahan lainnya, cantumkan alamat pabrik atau 

perkebunan tersebut.       

b. Jika pengusaha adalah kantor atau cabang, alamat atau tempat usaha 

perusahaan induk harus disebutkan.  

c. Untuk melakukan usaha, pelaku usaha harus memiki izin yang 

dikeluarkan oleh badan yang berwenang.  

2. Sisi konsumen  

Sebelum memulai transaksi, konsumen yang membutuhkan produk 

seringkali diminta untuk memberikan informasi lengkap tentang 

identitasnya. Ini dibenarkan karena pelaku usaha tertarik dengan informasi 

ini, karena informasi ini kemungkinan pelaku usaha menilai keandalan 

konsumen. Namun, apakah ada jaminan pelaku usaha tidak menggunakan 

identitas konsumen (komersial), misalnya dengan mengirimkan brosur 

pemasaran perusahaan? Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan 

data (berupa data pribadi), maka pelaku usaha perlu memastikan bahwa 

data konsumen tidak digunakan tanpa izin konsumen selain tanpa izin 

konsumen tersebut.52 

3. Sisi produk (barang atau jasa) 

Dalam menawarkan produknya, pelaku usaha diwajibkan untuk: 

                                                           
 52 Ibid. 
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a. memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk yang 

ditawarkan agar tidak meyesatkan konsumen, terutama informasi 

dasar.  

b. Informasi tentang produk harus disajikan dengan bahasa yang mudah 

dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. 

c.  Memastikan bahwa produk yang ditawarkan aman tau nyaman untuk 

di konsumsi atau digunakan. 

d. Menjamin bahwa produk yang diterima sesuai dengan apa yang 

ditawarkan pada saat penawaran. 

4. Segi Transaksi 

Tidak semua konsumen paham ketika melakukan transaksi melalui 

pembayaran tunai sehingga pelaku usaha perlu mencantumkan secara jelas 

dan lengkap mengenai tata cara transaksinya. 

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumenpada saat bertransaksi.  

b. Konsumen memiliki kesempatan untuk meninjau transaksi sebelum 

mengambil keputusan.  

c. Harga produk yang ditawarkan mungkin termasuk atau tidak termasuk 

pajak, atau tanpa pengiriman. 

d.  Mata uang yang digunakan. 

e. Mekanisme perngiriman barang (diketahui ada sistem pengiriman barang 

yang berbeda) 

f. Keterangan dapat atau tidaknya pembeli mengembalikan barang yang 

dibeli. 
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g. Garansi penukaran atau penukaran uang jika produk yang diterima 

tidaksesuai. 

h. Jangka waktu yang wajar. 

Sebagai transaksi normal, penjualan dan pembelian transaksi TikTok Shop 

pada umumnya tunduk dan patuh pada pasal 1457 sampai 1540 KUHPerdata, 

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata: 

“Jual-beli adalah sesuatu yang dilakukan oleh satu pihak untuk mentrasfer sauatu 

objek ke pihak lain untuk membayar harga yang disepakati”. 

Pada Pasal 1458 KUHPerdata tertulis: 

“Jual beli itu dianggap terjadi anatara kedua belah pihak, seketika setelah 

orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, 

meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.” 

 Hal-hal yang harus diperhatikan pembeli saat berbelanja online, konsumen 

saat berbelanja online. Sebaliknya segala sesuatu yang akan dibahas sudah diatur 

dalam undang-undang atau dimasukkan dalam beberapa khausul kontrak 

konsumen atau komersial. 53 

 Perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum jual beli 

terhadap konsumen sangat diperlukan karena dalam pelaksanaan jual beli online 

sering kali terjadi kecurangan mengacu pada syarat sah perjanjian yaitu: 

1. Adanya kesepakatan.  

Kesepakatannya dalam jual beli dengan tatap muka dilakukan secara 

tertulis atau secara langsung sedangkan kesepakatan jual beli online 

dilakukan secara tidak tertulis atau tidak langsung hanya dilakukan melalui 

                                                           
 53 Ibid. 
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chat. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen tidak diatur namun 

kesepakatan melalui chat namun dalam Undang-Undang ITE kesepakatan 

melalui chat diatur dalam Pasal 1 Ayat (4). 

2. Kecakapan bertindak,  

 Dalam jual beli online orang yang belum cakap melakukan perjanjian 

dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak karena dikaitkan 

dalam KUHPerdata dan jual beli online sulit diketahui apakah seseorang 

cakap hukum atau tidak maka perlindungan hukum yang dapat digunakan 

dalam hal ini adalah pasal 4 dan 5 Undang-undang perlindungan 

konsumen tentang hak dan kewajiban konsumen. 

3. Adanya objek perjanjian,  

Dalam jual beli konvensional barang yang ditawarkan penjual dapat dilihat 

langsung oleh pembeli dan penyerahan barang juga dilakukan secara 

langsung, sedangkan jual beli online pembeli hanya bisa melihat barang 

dalam bentuk foto/gambar, sehingga rentan terjadi perbuatan wanprestasi. 

Perlindungan hukum dalam hal ini diatur dalam pasal 45 UndangUndang 

Perlindungan konsumen dan pasal 38 Undang-Undang ITE. 

 Kecurangan-kecurangan tersebut dapat menyangkut keberadaaan penjual 

maupun pembeli. Dalam kecurangan yang merugikan pembeli misalnya 

berbelanja di virtual store yang yang fiktif seperti barang yang harusnya dikirim 

oleh penjual tidak dikirimkan kepada pembeli, atau terjadi keterlambatan 

pengiriman yang berkepanjangan, terjadinya kerusakan atas barang yang 

dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, apapun yang menyangkut purchase 

order dan pembayaran oleh pembeli disangkal oleh penjual kebenarannya, 
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misalnya penjual hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari 

yang tercantum didalam purchase order yang dikirimkan secara elektronik 

dan/atau harga per unit dari bidang yang dipesan oleh pembeli dikatakan lebih 

tinggi dari pada harga yang dicantumkan didalam purchase order. Didalam jual 

beli melalui e-commerce pelaku usaha membuat acuan supaya pembeli yakin dan 

percaya untuk berbelanja online, maka pelaku usaha membuatnya seperti:  

1. Mencantumkan logo pelaku usaha, pencantuman logo perusahaan dalam 

suatu website menandakan bahwa website tersebut benar-benar ada dan  

2. Mencantumkan alamat, pencantuman alamat pada website bertujuan agar 

memberitahu konsumen bahwa mereka benar-benar ada sehingga 

konsumen merasa aman untuk berbelanja.  

 Pelaku usaha dalam jual beli online menjadi salah satu faktor penting bagi 

pembeli, seperti halnya ketika pembeli ingin membeli suatu barang atau jasa yang 

diperlukan mencari validitas penjual, yang mana validitas penjual cakupannya 

luas seperti website terdaftar valid, penjual memiliki reputasi yang baik, dan 

produk atau jasa yang mereka tawarkan valid dan terdaftar. Maka sebelum 

melakukan jual beli online perlu dipastikan informasi tentang pelaku usaha. 

Apabila penjual tidak membuat acuan diatas kemungkinan penjual mudah untuk 

melakukan wanprestasi terhadap pembeli, jadi pembeli harus mendapat 

perlindungan hukum dari perbuatan penjual. 

 Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu:  
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1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk 

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau 

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban 

2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, yang diberikan jika sudah terjadi wanprestasi atau telah 

dilakukan suatu pelanggaran. Adapun perlindungan hukum memiliki 

tujuan untuk memberikan hak-hak masyarakat. Namun saat sekarang 

dalam jual beli online hak pembeli masih sering diabaikan oleh pelaku 

usaha misalnya pelaku usaha melakukan perbuatan wanprestasi. Perbuatan 

wanprestasi merupakan kelalaian karena tidak memenuhi perikatan yang 

dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan menurut J. Satrio wanprestasi 

merupakan suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi 

kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur 

salah atasnya, maka dalam perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 

dua aspek yaitu: 

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada 

konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan 

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil 

kepada konsumen.  

 Adapun pengaturan dari perlindungan konsumen dilakukan dengan: 

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 
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2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha.  

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.  

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang 

menipu dan menyesatkan.  

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-

bidang lainnya. 

 Apabila hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha maka pelaku 

usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab seperti ganti rugi misalnya 

ganti rugi pengembalian uang apabila barang tidak sampai kepada pembeli, ganti 

rugi apabila barang pembeli rusak. Tetapi sekarang banyak pelaku usaha yang 

tidak memenuhi kewajibannya seperti pasal diatas. Maka pembeli dapat 

menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perbuatan pelaku usaha tersebut. 

 Pelaksanaan jual beli pelaku usaha memiliki larangan yang diatur dalam 

Pasal 8 Undang-Undang perlindungan konsumen yang berisi tentang: 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang: 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut. 
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c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuan 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut.  

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 

harus dipasang atau dibuat; dan. 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar 

atas barang yang dimaksud.  

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan benar.  

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran. 

Untuk itu pelaku usaha bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang 

diperjual belikan kepada konsumen. Karena tanggung jawab hukum merupakan 

kewajiban menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum berlaku. 

Perlindungan hukum sangat perlu dalam pelaksanaan jual beli melalui e-

commerce karena sekarang sangat banyak terjadi perbuatan yang melanggar 

hukum dalam pelaksaan jual beli online. Berdasarkan beberapa kelebihan dan 

kelamahan jual beli online dan jual beli konvensional yang dijelaskan dalam jual 

beli konvensional pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan sedangkan 

dalam jual beli online pembeli tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan 

seperti warna barang tidak sesuai dengan gambar, pelayanan konsumen dapat 

dilakukan dengan mudah seperti tuntutan konsumen dapat diselesaikan secara 

langsung sedangkan melalui online penyelesaian tuntutan pembeli tidak bisa 

diselesaikan secara langsung, karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka 

secara langsung dan pembayaran melalui jual beli konvensional lebih aman 

dibandingkan dengan jual beli online, dalam jual beli konvensional pembeli 
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melakukan pembayaran dengan cas, agar terhindar dari penipuan dan tidak perlu 

khawatir sedangkan jual beli online pembayarannya dilakukan dengan pengiriman 

elektronik, jadi sangat rentan terjadinya penipuan. Menurut kelebihan dan 

kelemahan diatas, maka dapat diambil kesimpulan lebih banyak terjadinya 

wanprestasi melalui jual beli online. Karena Undang-undangnya belum mampu 

untuk mengcover semua jual beli online maka pelaksanaan jual beli online ini 

lebih rentan terjadinya perbuatan wanprestasi. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Jual beli di TikTok Shop menurut Pasal 4 UU perlindungan konsumen No. 8 

Tahun 1999, hak menikmati kemudahan produk yang dibeli, hak bertanggung 

jawab atas informasi yang diperoleh, hak hukum perlindungan, hak untuk 

memperoses pengaduan, hak untuk mendapatkan informasi tentang 

perlindungan konsumen dan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian 

yang disebabkan oleh transaksi. Pelaku usaha membayar keuntungan sesuai 

dengan Pasal 7 huruf f dan g dan pasal 19 yang mengatur tentang kewajiban 

pelaku usaha.  

2. Bentuk Perlindungan Konsumen dilaksanakan melaui jaminan hak konsumen, 

tanggung jawab pelaku usaha dan sanksi apabila pelaku usaha melanggar hak 

pembeli untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen. Hak-hak 

konsumen tersebut tertuang dalam UUPK pasal 4 dan Pasal 28 ayat 1 yang 

menyangkut hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang dianggap 

sebagai perwujudan dari hak-hak konsumen. Jika konsumen memberikan 

informasi palsu tentang produk yang dipesan karena pedagang 

menggambarkan produk secara tidak jujur, pembeli berhak mengembalikan 

barang atau menuntut agar pelaku usaha mengembalikan produk yang diterima 

sebagai ganti rugi seperti yang dijanjikan. 

3. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha atas pengiriman 

barang tidaksesuai menurut UUPK pasal 19, kewajiban pelaku usaha untuk 

menyerahkan barang cacat untuk penyerahan barang yang sesui dengan 
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pesanan adalah mengembalikan barang atau jasa yang nilainya setara atau 

serupa, atau untuk perawatan kesehatan atau pembayaran santaunan dan 

penentuan jangka waktu pengembalian. Aplikasi berlanja TikTok Shop 

sebagai pengelola sistema elektronik memberikan petunjuk pengiriman dan 

pengembalian barang. Penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan. 

 

B. Saran 

1. Bagi pembeli   

 Untuk lebih hati-hati dalam berbelanja online karena tidak setiap penjual 

dapat Amanah dan paham akan hak dan kewajiban konsumen. Apabila akan 

berbelanja pastikan terlebih dahulu rating penjual dari tokonya baik dan sebaiknya 

chat penjual terlebih dahulu. Apabila tidak ada respon yang menyakinkan maka 

transaksi tidak perlu diteruskan. Akan tetapi transaksi yang sudah terlanjur 

dilakukan dan barang tidak sesuai denga napa yang ada dikatalog maka ajukan 

retur kepada penjual. Jika penjual tidak mengindahkan maka bisa mengajukan 

gugatan sehingga penjual akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan 

Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 

60. 

2. Bagi penjual (Pelaku Usaha) 

 Dalam berjualan selalu mengutamakan kejujuran supaya dalam berjualan 

tidak merugikan pihak mana pun. Serta lebih memahami hak dan kewajiban 

pelaku usaha yakni mengutamakan kepuasan konsumen dan mengirimkan barang 

yang sesuai dengan kesepakatan diawal. 
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3. Pihak (TikTok shop) 

 Maksimal dalam memilih dan memfilter penjual-penjual yang ingin 

berjualam didalam aplikasi TikTok shop. Serta memberikan instruksi yang tegas 

suapaya penjual memberikan keterangan dideskripsi “apabila didapati barang 

yang tidaksesuai maka boleh mengajukan retur barang kepada penjual”. Sehingga 

demikian ini menjadi dasar akad terjadinya transaksi jual beli yang sah karena 

tidak merugikan pihak satu dengan pihak lain. Dan peraturan tersebut dibuat 

mengikat apabila terdapat penjual yang tidak melaksanakan maka akunnya akan 

dibanned atau di tutup secara permanen. 
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Lampiran 1 

Hasil wawancara dengan pembeli di TikTok shop ibu Nur aini 

a. Indah Novita: Peneliti 

b. Ibu Nur aini: Narasumber/Pembeli TikTok Shop 

Peneliti : Kapan ibu mengetahui fitur TikTok ini? 

Narasumber : Sejak tahun 2018 kak 

Peneliti : Berapa kali ibu pernah ketipu saat berbelanja di TikTok shop? 

Narasumber : Udah beberapa kali sih emang kak, salah satunya di App TikTok 

Shop. 

Peneliti : Ketipunya ibu dengan metode pembayaran apa? 

Narasumber : COD kak, yaitu pembeyaran ditempat. 

Peneliti : Untuk pengembalian dana bagimana bu? 

Narasumber : Dikembalikan kak lewat transfer ovo, karena kan kemarin COD 

kak. 

Peneliti : Emang kakak cekoutnya berapa item kak? 

Narasumber : Kemarin cekout cuma 1 item kak. 

Peneliti : Itu skincare dengan harga Rp. 88.700 (delapan puluh delapan 

tujuh ratus rupiah) buk? 

Narasumber : Tidak kak, itu semua totalnya dan di potong vocer dan gratis 

ongkir kak.  

Peneliti : Apakah ibu juga pernah menerima barang yang tidaksesuai saat 

belanja di TikTok shop? 

Narasumber : Tidak kak, baru kali ini saya order Aplikasi itu eh malah 

barangnya yang dikirim tidaksesuai dengan yang saya pesan. 
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Lampiran 2  

Hasil wawancara dengan akun pembeli di TikTok shop Desy Wulan 

a. Indah novita : Peneliti 

b. Desy wulan : Narasumber/Pembeli TikTok Shop 

Peneliti : Kapan kakak mengetahui fitur baru berbelanja di TikTok Shop? 

Narasumber : Sejak fitur itu muncul kak awal covid 19 tahun 2020 kak. 

Peneliti : Apakah kakak pernah tertipu saat berbelanja di akun TikTok 

shop? 

Narasumber : Iya kak baru kemarin saya tertipu dari TikTok shop, dengan 

embel-embel gratis ongkir keseluruh wilayah. Dimana penjual mengatakan 

bahwa pesanan saya akan dikirim segera, namun pada kenyataanya pesanan saya 

yang dikirim berbeda dengan yang saya pesan kak.  

Peneliti : Barang apa yang kakak pesan melalui TikTok shop kak? 

Narasumber : Saya memesan skincare kak dengan harga 100.000 (seratus ribu 

rupiah) kak namun yang datang bedak Kelly harga 25.000 (dua puluh lima ribu 

rupiah) kak tidaksesuai dengan pesanan saya kak yang memesan skincare 

scinfitic.  

Peneliti : Dengan metode apa kakak bayar? 

Narasumber : COD (cash on delivery) kak yang mana itu adalah pembayaran 

tunai ditempat kak. Setelah saya buka paket tadi tidaksesuai degan yang saya 

pesan pada etalase TikTok shop kak. 
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Lampiran 3 

Hasil wawancara dengan akun pembeli cici 

a. Indah novita : Peneliti 

b. Cici  : Narasumber/Pembeli TikTok Shop  

Peneliti : Apakah kakak pernah berbelanja di TikTok shop? 

Iya pernah kak. 

Peneliti : Sejak kapan kakak mengetahui fitur TikTok shop ini? 

Narasumber : Sejak tahun 2022 kak. 

Peneliti : Apakah kakak juga pernah menerima barang yang tidaksesuai 

saat berbelanja di TikTok shop? 

Narasumber : Belum pernah kak sebelumnya, baru kali ini saya pesan di TikTok 

shop malah barangnya tidak sesuai dengan yang dikirim kak.  

Peneliti : Apakah kakak kecewa dengan stretegi pemasaran yang digunakan 

oleh pelaku usaha TikTok shop kak?  

Narasumber : Kecewa sekali sih kak, karena pas live itu kita cuma dikasih 

waktu 5 menitan kak buat cekout, dengan syarat juga ngefollow akun mereka, 

udah seneng dapat harga segitu tapi malah barang yang dikirim tidaksesuai 

dengan yang dipesan. 

 

 

 

 


